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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Obyek Penelitian 

1. Kabupaten Sumbawa 

Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah dari sembilan 

kabupaten/kota yang berada di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat 

terletak di ujung barat Pulau Sumbawa, pada posis 116" 42' sampai dengan 

118" 22' bujur timur dan 8" 8' sampai dengan 9" 7' lintang selatan dan 

memiliki luas wilayah 6.643.98 Km2
. 

Bila dilihat dari segi topografinya, permukaan tanah di wilayah 

Kabupaten Sumbawa tidak rata-rata atau cenderung berbukit-bukit dengan 

ketinggian berkisar 0 hingga 1. 730 meter diatas permukaan air laut, dimana 

sebagian besar diantaranya yaitu seluas 355.108 ha atau 41,81 persen berada 

pada ketinggian 100 hingga 500 meter. Sementara itu ketinggian untuk kota­

kota kecamatan di Kabupaten Sumbawa berkisar antar 10 sampai 650 meter 

diatas permukaan air laut. Ibukota Kecamatan Batulanteh yaitu Semongkat 

merupakan ibukota kecamatan yang tertinggi sedangkan Sumbawa Besar 

merupakan ibukota kecamatan yang terendah. 

Kabupaten yang lebih dikenal dengan motto Sabalong Samalewa ini 

berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat di sebelah barat, Kabupaten 

Dompu di sebelah timur, Laut Flores di sebelah utara dan Samudera 

Indonesia di sebelah selatan, seperti yang tercantum dibawah ini: 

56 

16/41809.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Letak Geografis Daerah Kabupaten Sumbawa 

a) Kabupaten Surnbawa terletak: 

- Barat - Timur : 116 Bujur Timur 

: 118 Bujur Timur 

- Utara- Selatan : 8" 8' Lintang Selatan 

: 9" 7' Lintang Selatan 

a. Batas Wilayah 

- Sebelah utara : berbatasan dengan Laut Flores 

- Sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Dompu 

- Sebelah selatan : berbatasan dengan Samudera Indonesia 

- Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat 

(Sumber: Sumbawa dalam Angka Tahun 2012) 

Tabel 2.1 
Luas Daerah Kabupaten Sumbawa Dirinci Per Kecamatan 

Keadaan tahun 2011 

Kecamatan Luas Wilayah 
(km2) 

Proporsi 

Lunyuk 513,74 7,73 

Orong Telu 465,97 7,01 

Alas 123,04 1,85 

Alas Barat 168,88 2,54 

Buer 137,01 2,06 

Utan 155,42 2,34 

Rhee 230,82 3,47 

Batulanteh 391,40 5,89 
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Sumbawa 44,83 0,67 

Labuhan Badas 435,89 6,56 

Unter lwes 82,38 1,24 

Moyo Hilir 186,79 2,81 

Moyo Utara 90,80 1,37 

Moyo Hulu 311,96 4,70 

Ropang 444,48 6,69 

Lenangguar 504,32 7,59 

Lantung 167,45 2,52 

Lape 204,43 3,08 

Lopok 155,59 2,34 

Plarnpang 418,69 6,30 

Labangka 243,08 3,66 

Maronge 274,75 4,14 

Em pang 558,55 8,41 

Tarano 333,71 5,02 

Sumber: Sumbawa da/am Angka tahun 2012 

Struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Sumbawa terdiri dari 24 

kecarnatan, 157 desa, 1 UPT, 575 dusun, 8 kelurahan dan 28 lingkungan 

sebagaimana tercantum dalarn tabel dibawah ini : 
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Tabel 2.2 
Banyaknya Desa/Kelurahan Dirinci Per Kecamatan 

di Kabupaten Sumbawa Tahun 201 1 

Kecamatan De sa UPT Dusun Kel 
Lunyuk 7 - 28 -

Orong Telu 4 - 15 -

Alas 8 - 27 -

Alas Barat 8 - 30 -

Buer 6 - 17 -

Utan 9 - 33 -

Rhee 4 - 15 -

Batulanteh 6 - 18 -

Sumbawa - - - 8 

Labuhan Badas 7 - 31 -

Unter Iwes 8 - 28 -

Moyo Hilir 10 - 39 -

Moyo Utara 6 - 21 -

Moyo Hulu 12 - 42 -

Ropang 5 - 14 -

Lenangguar 4 - 14 -

Lantung 4 - 12 -

Lape 4 - 20 -

Lopok 7 - 29 -

Plampang 11 1 37 -

Labangka 5 - 20 -

Maronge 4 - 13 -

Em pang 10 - 39 -

Tarano 8 - 33 -

Jumlah 1 1 575 8 

Sumber: Sumbawa dalam Angka Tahun 2012 
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2. Kabupaten Sumbawa Barat 

Kabupaten Sumbawa Barat terletak diantara 08° 29' dan 9° 07' lintang 

selatan dan antara 116° 42' - 117° 05' bujur timur, dibatasi oleh Selat Alas 

di sebelah barat, Samudera Indonesia disebelah selatan dan Kabupaten 

Sumbawa disebelah utara dan timur. 

Luas Kabupaten Sumbawa Barat sekitar 1.849,02 km2
, dengan 

ketinggian an tara 0-1.730 meter diatas permukaan laut. Kabupaten 

Sumbawa Barat memiliki 16 pulau kecil, seluruhnya sudah bemama. 

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (93, 102 atau 50,53 

persen) merupakan daerah dengan topografi san gat curam a tau memiliki 

kemiringan lahan 40%. 

Letak Geografis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat 

a) Kabupaten Sumbawa Barat terletak: 

- 116° 42'- 117° 05 : Bujur Timur 

- 08° 29' - 09° 07' : Lintang Selatan 

b) Batas Wilayah 

- Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa 

- Sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa 

- Sebelah selatan : berbatasan dengan Samudera Indonesia 

- Sebelah barat : berbatasan dengan Selat Alas 

(Sumber: Sumbawa Barat dalam Angka Tahun 2012) 
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Tabel 2.3 
Luas Kecamatan Kabupaten Sumbawa Barat 

Kecamatan 
Luas Wilayah Persentase 

(krn2) (%) 

Sekongkang 372,42 20,14 

Jereweh 260,19 14,07 

Maluk 92,42 5,00 

Tali wang 375,93 20,33 

Brang Ene 140,90 7,62 

Brang Rea 212,07 11,47 

Seteluk 236,21 12,77 

Poto Tano 158,88 8,59 

Jurnlah I 849,02 100,00 

(Sumber: Sumbawa Barat dalam Angka Tahun 201 2) 

Pada awal pembentukan, Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari 5 

kecamatan, 37 desa dan 137 dusun/lingkungan. Sesuai dengan kebutuhan 

organisasi sekaligus untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, 

wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa Barat mengalami pemekaran 

menjadi 8 kecamatan, 7 kelurahan, 57 desa dan 212 dusun/lingkungan pada 

tahun 2011 seperti yang tercanturn dalam tabel dibawah ini : 
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Tabel2.4 
Distribusi dan banyaknya wilayab administrasi pemerintaban 

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011 

Kecamatan Ibukota Jumlah 

Kelurahan De sa Dusun!Lingk 

Sekongkang Sekongkang 0 7 21 

Bawah 

Jereweh Beru 0 4 15 

Maluk Benete 0 5 17 

Tali wang Kuang 7 8 57 

Brang Ene Manemeng 0 6 18 

Brang Rea Tepas 0 9 32 

Seteluk Seteluk 0 10 32 

Tengah 

Poto Tano Senayan 0 8 27 

Jumlah 7 57 219 

(Sumber: Sumbawa Bar at dalam Angka tahun 20 12) 

B. Hasil dan Pembahasan 

1. lmplementasi Kebijakan Penanganan Konflik Batas Daerah antara 

Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat 

a. Komunikasi 

Dalam rangka rnenyamakan persepsi dan langkah secara integral 

dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kabupaten 

Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat dalarn implementasi kebijakan 
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penanganan konflik batas daerah, scrta untuk meningkatkan pemahaman, 

pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan khususnya bagi Tim 

Penegasan Batas Daerah, dilakukan komunikasi kebijakan yang tertuang 

dalam bentuk Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 

296.2/III/Pem tanggal 20 Februari 2012 perihal perintah kepada 

Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Barat untuk proaktif dalam 

menyelesaikan konflik batas daerahnya dan membentuk Tim guna 

bertugas untuk menginventarisir dan mengidentifikasi dokumen­

dokumen otentik yang berkaitan dengan batas daerah masing-masing. 

Selanjutnya dilaksanakan proses transmisi yakni transformasi 

kebijakan dari para implementor kepada para staf pelaksana dan para 

penerima manfaat maupun kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) pendukung. Proses ini dilaksanakan melalui pertemuan 

langsung, rapat-rapat koordinasi, maupun dalam bentuk sosialisasi. 

Pertemuan-pertemuan seperti rapat koordinasi antara Pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa 

dan Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan selama 3 (tiga) hari di awal 

bulan pada tanggal I 0 sampai dengan tanggal 12 setiap tiga bulan. 

Komunikasi yang dibangun dalam rangka implementasi kebijakan 

penanganan konflik batas daerah yang dikemas salah satunya dalam 

bentuk sosialisasi kepada kabupaten!kota, hal ini telah dilaksanakan pada 

awal Bulan Mei 2013. 

Mengenai pentingnya transrnisi komunikasi kebijakan, kesepakatan 

agar tidak terjadi konflik batas daerah antara Kabupaten induk dengan 
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Kabupaten pemekaran di kemudian hari, anggota DPRD Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, Nurdin Ranggabarani, SH., MH., mengemukakan 

sebagai berikut: 

"Setiap pemelwran wilayah, persoalan penentuan batas 
daerah selalu menjadi masalah. Hal ini yang tidak dipikirlwn 
dahulu ketilw pemekaran Kabupaten Sumbawa Barat dari 
Kabupaten induk (Sumbawa). Karena itu, dalam setiap 
pemekaran wilayah, harus diperhatikan betul batas wilayah 
dan dari awal harus ditulis jelas bahwa pemekaran itu dimana 
batasnya. Boleh saja ada satu dusun yang diminta atau 
diambil, tetapi yang penting adalah ada kesepalwtan dari awal 
sebelum penetapan Sural Keputusan Kabupaten baru." 
(Wawancara tanggal 21 Juli 2013). 

Terkait dengan konsistensi komunikasi kebijakan, Sekretaris Tim 

Penegasan Batas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Kepala 

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

sebagai informan kunci, mengemukakan bahwa tujuan sosialisasi adalah 

untuk menyamakan persepsi dan langkah secara integral pada semua Tim 

Penegasan Batas Daerah kabupatenlkota dalam kegiatan penentuan dan 

penegasan batas daerah, meningkatkan pemahaman, pengetahuan, 

kemampuan dan ketrampilan bagi Tim Penegasan Batas Daerah, agar 

lebih memahami dan menyadari pentingnya tertib administrasi 

pemerintahan dalam penanganan konflik batas daerah, diharapkan semua 

Tim Penegasan Batas Daerah kabupaten/kota mempunyai keinginan dan 

komitmen yang kuat untuk menyelesaikan masalah terkait penanganan 

konflik batas daerah, perlu dilakukan langkah-langkah yang terkoordinasi 

dan sistematis dalam penanganan konflik batas daerah. 
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Hal ini sebagaimana diungkap oleh Kepala Biro Pemerintahan 

Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Sekretaris Tim 

Penegasan Batas Daerah Provinsi. 

"Kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
76 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Penegasan Batas 
Daerah adalah: (1) untuk menyamakan persepsi dan langkah 
secara integral dan menyeluruh dari semua Tim Penegasan 
Batas Daerah dalam kegiatan penentuan dan penegasan batas 
daerah; (2) untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, 
kemampuan, dan ketrampilan khususnya bagi Tim Penegasan 
Batas Daerah agar lebih memahami dan menyadari 
pentingnya tertib administrasi pemerintahan dalam 
penanganan konjlik batas daerah; (3) diharapkan semua Tim 
Penegasan Batas Daerah kabupaten!kota mempunyai 
keinginan dan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan 
masalah terkait kegiatan penegasan batas daerah dalam 
penanganan konjlik batas daerah; (4) Perlu dilakukan 
langkah-langkah yang terkoordinasi dan sistematis dalam 
penanganan konjlik batas daerah. (Kepala Biro Pemerintahan 
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku 
Sekretaris Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi: Wawancara 
tanggal 2 Mei 2013 disela-sela acara sosialisasi Permendagri 
Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas 
Daerah). 

Proses komunikasi dengan melakukan sosialisasi yang ditujukan 

kepada Tim Penegasan Batas Daerah kabupatenlkota se-Nusa Tenggara 

Barat dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang dari seluruh 

Kabupaten!Kota se-NTB dan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2013 di 

Hotel Lombok Raya Matararn. 

Materi sosialisasi adalah: (1) Kebijakan penentuan dan penegasan 

batas daerah; (2) Mekanisme pelaksanaan penentuan dan penegasan batas 

daerah; (3) Prosedur penanganan konflik batas daerah; (4) kebijakan 

pendanaan pelaksanaan kegiatan penetuan dan penegasan batas daerah; 
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dan (5) kebijakan pembinaan dan pengawasan kegiatan penentuan dan 

penegasan batas daerah. 

Komunikasi yang dibangun dalam rangka penanganan konflik 

batas daerah dalam kegiatan penentuan dan penegasan batas daerah yang 

dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubemur Nusa 

T enggara Barat cukup beijalan dengan baik, hal ini terlihat dari 

komunikasi antara pelaksana kebijakan dalam hal ini Pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kelompok sasaran kebijakan yakni 

Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa 

Barat melalui konsultasi setiap saat, rapat koordinasi dan sosialisasi 

secara langsung. 

Berkaitan dengan variabel kejelasan komunikasi kebijakan, Kepala 

Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sumbawa menyatakan: 

"... bahwa kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 76 Tahun 2012 yang yang sedang berlangsung 
ini kami anggap cukup efektif namun perlu ditingkatkan lagi 
dalam bentuk kegiatan pemberian pelatihan teknis, frekwensi 
fasilitasi, asistensi dan konsultasi yang lebih intens, sehingga 
program percepatan penanganan konjlik batas daerah dapat 
berlangsung sesuai dengan perencanaan yang telah 
disusun.. " (Dialog dalam kegiatan sosialisasi Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tanggal 2 Mei 
2013) 

Namun demikian ditemukan bahwa belum semua implementor 

ditingkat pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran kebijakan 

memahami dengan baik dan benar seluruh proses kegiatan penentuan dan 

penegasan batas daerah, mulai dari penyiapan dan penelitian dokumen, 
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pelacakan batas, pengukuran dan penentuan posisi batas, pembuatan peta 

batas, pembuatan peta batas dan penetapan batas. 

Dalam dialog dengan anggota Tim penegasan Batas Daerah 

Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa 

Barat, terungkap banyak hal tentang penegasan batas dan konflik 

penanganan batas daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten 

Sumbawa Barat terkait dengan wewenang, yaitu adanya wewenang 

formal untuk melaksanakan kebijakan yang harus digunakan secara 

efektif. 

Seperti dikemukakan oleh Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengemukakan: 

". .. bahwa Produk penanganan konflik bat as daerah 
Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat 
berupa Sural Kepulusan Gubernur Nusa Tenggara Baral 
Nomor 298 Tahun 2009 lenlang Penegasan Balas Daerah 
Kabupalen Sumbawa dengan Kabupalen Sumbawa Barat 
bukan merupakan produk final dari penetapan bat as daerah, 
karena kewenangan gubernur hanyalah memfasililasi konjlik 
balas daerah. Sedang yang mempunyai kewenangan dalam 
menelapkan bat as daerah adalah Menteri Dalam Negeri .. " 
(Dialog dalam kegiatan sosialisasi Peraluran Menteri Dalam 
Negeri Nomor 76 Tahun 2012 langgal 2 Mei 2013) 

Terkait dengan informasi yakni, informasi mengenai bagaimana 

melaksanakan kebijakan, dan data tentang ketaatan personil-personillain 

terhadap peraturan yang ada dalam perspektif penanganan konflik batas 

daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat, 

disampaikan oleh Kepala Subag bagian Pembinaan Wilayah Biro 

Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai 

berikut: 
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" ... bahwa kesulitan dalam penanganan konjlik bat as daerah 
antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa 
Barat adalah adanya konjlik data seperti penggunaan peta 
dasar yang dijadikan rujukan dalam penegasan batas 
daerah. Kabupaten Sumbawa merujuk kepada Peta Rupa 
Bumi Tahun 1967 dan peta Administrasi Kabupaten 
Sumbawa tahun 1990, sementara Kabupaten Sumbawa Barat 
merujuk kepada Peta Rupa Bumi Tahun 1996 dan Undang­
Undang Nomor 30 tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara 
Bar at. .. " (Dialog dalam kegiatan sosialisasi Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tanggal 2 Mei 
2013) 

Tanggapan pemerintah Kabupaten Sumbawa terkait konflik batas 

daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat, 

menurut Kepala Subagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah 

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa adalah "tidak objektif'. Hal ini 

terungkap dalam dialog kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 76 Tahun 2012. 

Kepala Subbagian Pemerintahan Umum dan Otonomi 
Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat 
Daerah Kabupaten Sumbawa mempertanyakan proses 
penanganan konjlik batas daerah Kabupaten Sumbawa 
dengan Kabupaten Sumbawa Barat yang dianggap tidak 
obyektif karena Sural Keputusan Gubernur Nusa Tenggara 
Barat Nomor 298 Tahun 2009 tentang Penegasan Batas 
Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa 
Barat hanya mempertimbangkan data-data yang 
disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat 
(Dialog dalam kegiatan sosialisasi Permendagri Nomor 76 
Tahun 2012 tangga/2 Mei 2013) 

Sedangkan tanggapan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat 

terkait konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan 

Kabupaten Sumbawa Barat, dikemukakan oleh Kepala Subagian 
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Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sumbawa Barat, sebagai berikut: 

" ... Kabupalen Sumbawa Baral memperlanyakan Sural 
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 298 
Tahun 2009 lenlang Penegasan Balas Daerah Kabupalen 
Sumbawa dengan Kabupalen Sumbawa Baral sebagai 
sebuah produk penanganan konjlik balas daerah seharus 
telah disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Baral 
kepada Menleri Dalam Negeri unluk dilelapkan balas 
daerahnya .... " (W awancara tanggal 9 Juli 20 13) 

Konflik perbatasan daerah antara Kabupaten Surnbawa dengan 

Kabupaten Sumbawa Barat masih terns berlanjut dan belurn final. Hal ini 

terungkap dalam kegiatan sosialisasi Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 

dimana masing-masing Kabupaten berpegang pada prinsip masing-

mas mg. 

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa 

menyatakan bahwa: 

"Penelapan balas wilayah Kabupaten Sumbawa dengan 
Kabupaten Sumbawa Baral (KSB), belum berujung menyusul 
putusan majelis hakim PTUN Mataram yang memutuskan SK 
Gubernur NTB Nomor 298 tahun 2009 tentang penegasan 
batas wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa dengan 
Kabupaten Sumbawa Baral (KSB), belum final dan bersifat 
tidak mengikal. Dengan putusan lersebul, PTUN dalam 
pulusannya Nomor 17/PEN-DIS/2009/PTUN.MTR lidak 
dapat menerima gugatan dari Pemerintah Kabupaten 
Sumbawa, menetapkan perbatasan dua daerah itu dalam 
status quo. Tidak finalnya SK tersebut, sesuai dengan 
pengakuan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang mengakui 
kepulusannya itu bukan merupakan keputusan final, karena 
sesuai dengan pasal 5 ayat 3 UU Nomor 30 tahun 2003 
tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat, 
disebutkan penentuan batas wilayah Kabupaten Sumbawa 
Barat ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. (Wawancara 
tangga/15 Mei 2013) 
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Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menyatakan bahwa: 

pihaknya tetap mengacu pada keputusan awal dari 
Gubernur soal tapa/ batas dengan Kabupaten Sumbawa. Jika 
memang benar ada keberatan dart pihak Kabupaten 
Sumbawa bukan menjadi persoalan Kabupaten Sumbawa 
Barat. Namun yang pasti pemerintah Kabupaten Sumbawa 
Barat tetap mengacu pada keputusan yang ada saat ini, 
karena penetapan tapa/ batas sudah kesepakatan bersama, 
jika memang ada keberatan dart pihak pemerintah Sumbawa, 
maka gugatan itu akan diarahkan kepada pemerintah 
provinsi yang menetapkan. kami menunggu saja, pokoknya 
selama belum ada perubahan keputusan, maka kita tetap 
mengacu pada keputusan awal tentang penetapan batas 
daerah tersebut .... " (Dialog dalam kegiatan sosialisasi 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 
tangga/2 Mei 2013) 

a. Sumberdaya 

Faktor surnberdaya dalarn implementasi kebijakan penanganan 

konflik batas daerah antara Kabupaten Surnbawa dengan Kabupaten 

Sumbawa Barat masih belum memadai baik menyangkut kebutuhan 

sumberdaya manusia, anggaran, peralatan maupun sumberdaya informasi 

dan kewenangan. 

Sumberdaya manusia pada setiap Tim Penegasan Batas Daerah 

Provinsi maupun Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten terutarna yang 

mernpunyai kualifikasi keahlian yang secara teknis rnengurus proses 

survey, pernetaan, geodesi, geografi, pernerintahan, rnanajernen konflik, 

sistern informasi, map drafter dan operator. dalarn irnplernentasi 

kebijakan penanganan konflik batas daerah, secara kualitas rnaupun 

kuantitas belum rnernadai. Surnber-sumber penting dalarn efektivitas 
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implementasi kebijakan yakni terkait dengan staf, informasi, wewenang, 

dan fasilitas-fasilitas, terungkap dalam dialog sosialisasi Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012: 

"Kasubbag Pembinaan Wilayah Biro Pemerintahan 
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 
menyatakan bahwa faktor sumberdaya baik menyangkut 
kebutuhan sumber daya manusia, anggaran peralatan 
maupun sumber daya informasi dan kewenangan masih 
belum memadai. Efektifitas implementasi kebijakan sangat 
ditentukan oleh kuantitas dan kualitas sumber daya yang 
ada. Sebab sumber daya bisa menjadi faktor yang kritis 
dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan koriflik 
batas daerah. " (Dialog dalam kegiatan sosialisasi Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 tanggal 2 Mei 
2013) 

Selanjutnya Berkaitan dengan krusialnya sumberdaya dari aspek 

Staf yaitu terkait dengan jumlah yang cukup, dan kualitas yang 

diperlukan dalam melaksanakan pekeijaan, baik ketrampilan teknis 

maupun dalam pengelolaan, Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengemukakan bahwa: 

"Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan 
penanganan konjlik batas daerah adalah kecukupan personil 
dan kemampuan yang memadai dalam Tim Penegasan Batas 
Daerah. Artinya, bahwa setiap anggota tim haruslah orang 
yang tepat untuk melakukan tugasnya, memiliki informasi yang 
jelas, menguasai kebijakan yang ada, memiliki otoritas da/am 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta ketersediaan 
fasilitas dalam menja/ankan tugasnya. "(wawancara mendalam 
dengan Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi 
Nusa Tenggara Barat, tanggal4 Juni 2013) 

Dalam kaitan dengan sumberdaya terutama dari aspek fasilitas-

fasilitas yakni fasilitas dan perlengkapan atau sarana yang dibutuhkan 

untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif, Kepala Sub 
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Bagian Pembinaan Wilayah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat mengemukakan bahwa: 

"Sumberdaya anggaran dirasakan masih sangat kurang, 
terutama biaya operasional dalam pelaksanaan pelacakan 
batas, pemasangan pilar batas, pengukuran batas sampai 
dengan pembuatan peta batas. Demikian pula sumber daya 
peralatan untuk mendukung kegiatan penanganan koriflik 
batas daerah dinyatakan belum memadai. Begitu pula 
dengan sarana mobilitas untuk menjangkau lokasi-lokasi 
yang akan diambil titik koordinat batas dan pemasangan 
pilar batas yang demikian banyak dirasakan masih sangat 
terbatas. Sumber daya informasi termasuk kewenangan juga 
belum cukup mendukung. Data yang digunakan sebagai 
salah satu instrumen dalam implementasi kebijakan 
penanganan batas daerah belum terintegrasi dengan 
baik "(wawancara dengan Drs. H. Edy Purwanto selaku 
Kepala Sub bagian Pembinaan Wilayah Biro Pemerintahan 
Skretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tangga1 2 
Mei 2013 di acara kegiatan sosialisasi peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012). 

Da1am kaitan dengan sumberdaya anggaran, Rachman Anshori, 

M.SE selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat 

Daerah Kabupaten Sumbawa mengemukakan bahwa: 

"Sumberdaya anggaran yang dirasakan masih sangat 
kurang, terutama biaya operasional dalam pelaksanaan 
pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran batas 
sampai dengan pembuatan peta batas menurut hemat kami 
perlu juga didukung oleh pemberian dana dekonsentrasi 
kepada pemerintah provinsi untuk menunjang kegiatan 
fasilitasi penanganan konjlik batas daerah sehingga 
persoalan minimnya anggaran dapat ditanggulangi melalui 
dana dari pusat tersebut." (wawancara dengan Rachman 
Anshori, M.SE selaku Kepala Bagian Administrasi 
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa 
tanggal 15 Mei 2013). 

Faktor sumberdaya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya 

anggaran, sumber daya informasi dan sumber daya sarana dan prasarana, 
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Ibrahim, S.Sos selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat mengemukakan bahwa: 

"berkaitan dengan aspek Sumberdaya manusia dalam hal 
personil yang memiliki keahlian dibidang geodesi, pemetaan, 
tenaga survey, map drafter dan operator lwmi di Sumbawa 
Barat belum memiliki seluruh keahlian tersebut. Kemudian 
dari segi anggaran juga masih kurang, terutama biaya 
operasional dalam pelaksanaan pelacakan batas, 
pemasangan pilar batas, pengukuran batas sampai dengan 
pembuatan peta batas. Selanjutnya sumber daya informasi 
terkait dengan data juga masih minim sehingga dalam 
implementasi lapangan masih menjadi kendala. "(wawancara 
dengan Ibrahim, S.Sos selaku Kepala Bagian Administrasi 
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat 
tanggal 9 Juli 2013). 

b. Disposisi 

Faktor disposisi merupakan sikap dari implementor dalam 

melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan sebelurnnya. Para 

anggota Tim Penegasan Batas Daerah baik ditingkat Pemerintah Provinsi 

maupun ditingkat Kabupaten yang merupakan implementor kebijakan 

berkeinginan dan berkecenderungan untuk mau dan terus 

mengimplementasikan kebijakan penanganan konflik batas daerah sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. 

Namun demikian, sikap ini perlu ditingkatkan sehingga benar-

benar terwujud menjadi suatu komitmen yang utuh yang mencerminkan 

bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas 

daerah demikian penting dan strategis. 
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Dalam kaitan dengan kecenderungan-kecenderungan yaitu 

kecenderungan yang bisa menimbulkan hambatan dalam implementasi 

kebijakan yang efektif, termasuk di dalamnya insentif dan sangsi-sangsi, 

anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Nurdin 

Ranggabarani, SH., MH., yang juga mantan pimpinan DPRD Kabupaten 

Sumbawa menyatakan sebagai berikut: 

"Kebijakan penegasan batas daerah sudah jelas, yaitu 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang 
menyebutkan bahwa keputusan penegasan batas daerah 
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal 19 ayat (1)). 
Dalam Undang-Undang pembentukan Kabupaten Sumbawa 
Barat, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 juga 
sudah jelas disebutkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat 
sebelah utara berbtasan dengan Kecamatan Alas Barat dan 
Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Karena itu, 
penegasan batas antara Kabupaten Sumbawa dengan 
Kabupaten Sumbawa Barat harus mengacu pada peta 
Administrasi Kabupaten Sumbawa skala 1.125.000 yang 
diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional tahun 
1994/1995." (Wawancara dengan Nurdin Ranggabarani, 
tanggal21 Juli 2013) 

Terkait adanya konflik batas daerah antara Kabupaten 

Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat, Nurdin Ranggabarni 

menjelaskan karena adanya perbedaan peta yang digunakan sebagai 

acuan, seperti dikemukakan sebagai berikut: 

"'Konjlik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa Barat 
dengan Kabupaten Sumbawa tidak akan terjadi jika para 
pihak menggunakan sumber yang sama (baca: peta yang 
sama) atau mengacu pada peta administrasi Kabupaten 
Sumbawa sebelum pemekaran dengan Kabupaten Sumbawa 
Bar at skala 1:100. 000. Menjadi persoalan karena Kabupaten 
Sumbawa Barat menggunakan acuan peta yang diterbitkan 
oleh Bakosurtanal pada tahun 1996". (Wawancara dengan 
Nurdin Ranggabarani, tanggal21 Juli 2013). 
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Adanya sejumlah pertanyaan yang terkait dengan prosedur 

penanganan konflik batas daerah oleh Pemerintah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat terhadap konflik batas daerah Kabupaten Surnbawa 

dengan Kabupaten Surnbawa Barat memberi indikasi belurn kuatnya 

sikap implementor dalam implementasi kebijakan. Seperti yang 

diungkapkan oleh anggota Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten 

Surnbawa dan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. 

Tim penegasan batas daerah dari Kabupaten Sumbawa menyatakan 

sebagai berikut: 

" .... Kabupaten Sumbawa mempertanyakan pola penanganan 
konjlik batas daerah yang tidak obyektif mengingat Surat 
Keputusan Gubernur Nomor 298 Tahun 2009 tentang 
Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan antara 
Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat Di 
Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai sebuah produk 
penanganan konjlik batas daerah dalam diktum 
memutuskannya hanya mempertimbangkan dokumen yang 
disampaikan oleh Kabupaten Sumbawa Barat dimana 
dokumen-dokumen tersebut bukanlah sumber 
hukum/pedoman yang menjadi acuan dalam penanganan 
konjlik batas daerah. ... " (Dialog Kepala Bagian Administrasi 
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Surnbawa 
dalam kegiatan sosialisasi Peaturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 76 Tahun 2012 tanggal2 Mei 2013) 

Sedangkan tim penegasan batas daerah dari Kabupaten Surnbawa 

Barat menyatakan sebagai berikut: 

".... Kabupaten Sumbawa Barat mempertanyakan Surat 
Keputusan Gubernur Nomor 298 Tahun 2009 tentang 
Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan antara 
Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat Di 
Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sampai dengan saat ini 
be/urn ada kejelasan tindaklanjutnya .... " (Dialog dengan 
Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Sumbawa Barat dalam kegiatan sosialisasi 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 
tanggal 2 Mei 2013) 

Terkait dengan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten 

Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat yang masih menjadi 

polemik sampai saat ini, Kepala Sub Bagian Pembinaan Wilayah Biro 

Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

mengatakan bahwa: 

"Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Nusa Tenggara 
Barat Ielah mengambil langkah-langkah penelitian dan 
pengkajian dokumen dengan melaksanakan penelitian 
lapangan yang dihadiri oleh wakil dari kedua kabupaten, 
sekaligus menguji titik koordinat pada kedua titik yang 
ditunjuk oleh kedua pihak dengan a/at GPS. Luas yang diklaim 
oleh kedua belah pihak sekitar 170 Ha dengan jarak 
sepanjang 2,4 Km." (Wawancara mendalam dengan Kepala 
Sub Bagian Pembinaan Wilayah Biro Pemerintahan Sekretariat 
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 4 Juni 
2013). 

Disamping itu Juga terkait dengan disposisi, kecenderungan-

kecenderungan dari implementor ini, dilapangan masih ditemukan hal 

krusial yang menjadi kendala implementasi kebijakan penanganan 

konflik batas daerah sebagaimana diungkapkan o1eh Kepala Sub Bagian 

Pembinaan Wilayah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa 

T enggara Barat 

"Dasar paling krusial yang kurang diperhatikan oleh kedua 
belah pihak baik Kabupaten Sumbawa maupun Kabupaten 
Sumbawa Barat ialah luas wilayah Kabupaten Sumbawa Barat 
yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 
tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi 
Nusa Tenggara Barat, dimana /uas Kabupaten Sumbawa 
Barat adalah I. 849,02 Km2 dan setelah diadakan uji 
kelayakan luas yang dihitung oleh Badan Pertanahan 
Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat ternyata luas wilayah 
Kabupaten Sumbawa Barat baru mencapai 1. 759,17 Km2

." 
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(Wawancara mendalam dengan Kepala Sub Bagian Pembinaan 
Wilayah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa 
Tenggara Barat pada tanggal4 Juni 2013). 

Terkait dengan disposisi, kecenderungan-kecenderungan dari 

implementor, Camat Alas Barat Kabupaten Surnbawa menyatakan 

"Pada dasarnya kami ditingkat wilayah kecamatan dan desa 
yang berbatasan berharap terhadap kita semua yang terkait 
dengan persoalan konjlik batas daerah ini harus mempunyai 
komitmen yan kuat dan utuh dengan berlandas kepada 
semangat NKRI mengingat resistensi benturan horizontal 
sangat mungkin terjadi apabila kita semua tidak dapat 
menunjukkan kepada masyarakat kita bahwa semangat dan 
komitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. 
Kami ditingkat bawah ini yang paling krusial yang kami 
lakukan adalah bagaimana meminimalisir gesekan-gesekan 
ditingkat masyarakat saja." (Wawancara dengan Camat Alas 
Barat Kabupaten Surnbawa pada tanggal 4 Juli 2013). 

Hal senada juga disampaikan oleh Camat Poto Tano Kabupaten 

Surnbawa Barat yang menyatakan bahwa 

"kami berharap kepada Tim Penegasan Batas Provinsi dan 
Tim Penegasan Balas Kabupalen agar dapal menciptakan 
suatu komitmen bersama yang kuat ditingkat lapangan 
sehingga semangat tersebut dapat terlihat dilapangan yang 
berimbas pada psikologis masyarakat diperbatasan. Kami 
sebagai kepala wilayah sudah memperlihatkan kepada 
masyarakat kami tentang komitmen dan semangat untuk 
menyelesaikan persoalan batas daerah ini." (Wawancara 
dengan Camat Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat pada 
tanggal 4 Juli 2013). 

Sikap para implementor ditingkat lapangan harus juga mengacu 

kepada komitmen dan semangat yang sama dalam pelaksanaan 

implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah Kabupaten 

Surnbawa dengan Kabupaten Surnbawa Barat sehingga harapan untuk 

terciptanya suasana yang kondusif dapat terealisasi dengan baik 
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sebagaimana diungkapkan oleh Drs. H. Rasyidi selaku Sekretaris Daerah 

Kabupaten Sumbawa yang menyatakan bahwa 

"kami menginginkan dalam penanganan persoalan batas 
daerah ini agar dilakukan seadil-adilnya. Jangan sampai 
dalam persoalan ini masyarakat dibenturkan. Tarik ulur 
penyelesaian masalah ini juga jangan sampai mempengaruhi 
psikologis masyarakat pada umumnya dan rakyat di wilayah 
perbatasan khususnya. Kami berharap semangat dan 
komitmen dalam kerangka NKRJ yang lebih ditonjolkan. " 
(Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa 
pada tanggal 15 Juli 2013). 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ir. W. Musyafirin, MM 

selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang menyatakan 

bahwa 

"kami di Kabupaten Sumbawa Barat berharap walaupun 
persoalan ini dianggap belum selesai oleh pihak Kabupaten 
Sumbawa, kami menghimbau kepada seluruh komponen 
masyarakat untuk tidak ikut terseret dengan informasi 
persoalan tapa/ batas, karena bisa saja akan dijadikan 
komoditas politik nanlinya. Artinya persoalan ini tidak perlu 
diperluas dan dipertentangkan." (Wawancara dengan 
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 10 
Juli 2013). 

c. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi juga dirasakan masih menjadi kendala dalam 

implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah. Hal ini terkait 

dengan belum adanya gerakan yang sama ditingkat Provinsi maupun 

kabupaten, yaitu belum diikuti dengan strategi dan langkah yang sama 

atau memadai oleh pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran 

kebijakan. 
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Kondisi mt diungkapkan oleh Kepala Biro Pemerintahan 

Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyatakan 

bahwa,' 

"Faktor struktur birokrasi juga dirasakan masih menjadi 
kendala, terutama terkait dengan pembagian tugas yang 
kurang jelas antara anggota tim yang melaksanakan 
penelitian, pelacakan batas dengan anggota tim yang 
melaksanakan pengukuran dan pemasangan pilar batas. Hal 
ini juga terkait dengan belum adanya strategi dan langkah 
yang sama atau memadai dalam penguatan data dan 
informasi yang terkait dengan penanganan konjlik batas 
daerah. "(wawancara dengan Dr. H.L Sajim Sastrawan, MH 
tanggal21 Juni 2013). 

Terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), Drs. H. Edy 

Purwanto selaku Kasubbag Pembinaan Wilayah Biro Pemerintahan Setda 

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menaungi unit organisasi pelaksana 

kebijakan penetapan batas daerah menyatakan bahwa: 

"Secara spesifik Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk 
penanganan konjlik batas daerah yang jelas dan terstruktur 
be/urn kami miliki, yang kami gunakan selama ini dalam 
penanganan konjlik batas daerah hanya mengacu kepada 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penegasan Balas Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 76 Tahun 2012. "(Wawancara tanggal 2 Mei 2013 
disela-sela acara Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 76 Tahun 2012) 

Demikian juga yang disampaikan oleh Rachman Ansori, M.SE 

selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten 

Sumbawa mengemukakan bahwa: 

"Kami di Kabupaten selaku kelompok sasaran dari 
penanganan konjlik batas daerah sampai dengan saat ini 
juga be/urn memiliki Standar Operasiona/ Prosedur (SOP) 
yang jelas dan terstruktur sehingga kami dalam proses ini 
hanya mengikuti tahapan-tahapan yang ada dalam peraturan 
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menteri yang mengatur tentang batas daerah." (Wawancara 
tanggal 2 Mei 2013 disela-sela acara Sosialisasi Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012) 

Terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), Kepala Sub 

Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian Administrasi 

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa menambahkan: 

"Menurut kami seharusnya perlu disusun beberapa Standar 
Operasional Prosedur (SOP) untuk memberikan panduan 
baku bagi Tim Balas Daerah baik ditingkat Provinsi maupun 
kabupatenlkota. Pembuatan beberapa Standar Operasional 
Prosedur (SOP) terkait penanganan penyelesaian konjlik 
batas daerah yang meliputi: SOP penyiapan dokumen; SOP 
pelacakan batas; SOP pengukuran; SOP penghitungan 
koordinat batas; SOP penggambaran peta batas dan SOP 
sosialisasi batas." (Wawancara dengan Erwansyah, S.IP, 
Mec.Dev tanggal 15 Mei 2013) 

Hal senada juga disampaikan oleh Ibrahim, S.Sos selaku Kepala 

Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Sumbawa Barat 

yang menyatakan: 

"Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan 
terstruktur tersebut juga kami belum susun sehingga kami 
juga dalam proses ini belum memahami dan melaksanakan 
sesuai prosedur." (Wawancara tanggal 9 Juli 2013) 

Dari beberapa pemyataan tersebut diatas menunjukkan bahwa 

struktur birokrasi yang ada belum memiliki Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur sehingga dalam tataran untuk 

mendukung implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah 

masih belum cukup efektif. 
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2. Faktor Pendukung dan Penghambat lmplementasi Kebijakan 

Penanganan Konflik Batas Daerah antara Kabupaten Sumbawa 

dengan Kabupaten Sumbawa Barat 

Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan 

penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan 

Kabupaten Sumbawa Barat dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pertama, faktor pendukung. Faktor pendukung implementasi 

kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa 

dengan Kabupaten Sumbawa Barat dapat dikemukakan sebagai berikut: 

a. Adanya peraturan perundang-undangan mengenai penanganan konflik 

batas daerah, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 

Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 

2012 ten tang Pedoman Penegasan Batas Daerah. 

b. Adanya komitmen yang kuat dari Gubemur Nusa Tenggara Barat dan 

Bupati Sumbawa serta Bupati Surnbawa Barat untuk mewujudkan tertib 

adrninistrasi pemerintahan dalam proses kebijakan penanganan konflik 

batas daerah yang tertuang dalam Surat Edaran Gubemur Nusa 

Tenggara Barat Nomor 296.2/lii/Pem tanggal 20 Februari 2012 perihal 

perintah kepada Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Barat untuk proaktif 

dalam menyelesaikan konflik batas daerahnya dan membentuk Tim guna 

bertugas untuk menginventarisir dan mengidentiftkasi dokumen­

dokumen otentik yang berkaitan dengan batas daerah masing-masing. 
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Kemudian komitmen tersebut juga tercermin dari intensitas pertemuan 

baik yang bersifat formal seperti konsultasi-konsultasi, rapat-rapat 

koordinasi, sosialisasi maupun yang bersifat informal. 

c. Dilaksanakannya sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 

tahun 2012 kepada semua pelaksana kebijakan maupun kepada kelompok 

sasaran kebijakan baik itu Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Maupun Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten 

Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. 

"Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penegasan Balas Daerah disyahkan oleh 
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Permendagri 
Nomor 76 Tahun 2012 terdiri dari 10 Bab dan 43 pasal." 

d. Adanya kegiatan pelacakan dan penegasan batas daerah Kabupaten 

Surnbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat yang difasilitasi oleh 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah dilaksanakan pada 

tanggal 21 November sampai dengan 10 Desember 2006 dengan 

menyelesaikan 20 titik primer dan 28 titik sekunder sepanjang 90 

kilometer. 

Kedua, faktor penghambat. Faktor penghambat implementasi 

kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa 

dengan Kabupaten Sumbawa Barat dapat dikemukakan sebagai berikut: 

a. Pertama, dari aspek kualitas Tim Penegasan Batas Daerah baik yang ada 

di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun yang ada di 

Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, kegiatan-kegiatan untuk 

peningkatan kualitas seperti bimbingan teknis, pelatihan teknis dan 
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sosialisasi kebijakan dan prosedur pelaksanaannya dirasakan masih 

sangat kurang. Kedua, dari aspek kuantitas, terkait dengan latar 

belakang personil yang tidak cukup memiliki keahlian dibidang geodesi, 

survey, pemetaan, geografi, pemerintahan, manajemen konflik, sistem 

informasi, map drafter dan operator sebagai keahlian utama dalam 

implementasi penanganan konflik batas daerah. 

b. Sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti penguasaan tehnologi 

operasionalisasi sofware untuk pemetaan, ketersediaan GPS geodetik dan 

lain-lain, termasuk menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan 

implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah. 

c. Ketersediaan alokasi anggaran operasional yang belum memadai juga 

merupakan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan batas 

daerah. 

d. Konflik data juga menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam 

implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah. Adapun peta yang 

menjadi rujukan kedua belah pihak ada beberapa macam dengan versi yang 

berbeda-beda. Peta-peta tersebut yaitu: 

1) Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 1967 (Kab. Sumbawa); 

2) Peta Rupa Bumi Tahun 1996 (Kab. Sumbawa Barat); 

3) Peta Administrasi Tahun 1990 (Kab. Sumbawa); 

4) Peta Penggunaan Tanah Tahun 1992 (Kab. Sumbawa). 

Pada prinsipnya peta yang digunakan sebagai dasar acuan disepakati oleh 

kedua belah pihak. Peaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 

yang menjadi pedoman dalam penegasan batas daerah sebagaimana telah di 

ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012, tidak 
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menentukan peta mana yang harus menjadi acuan. Hal tersebut 

memungkinkan semua peta di atas dapat digunakan sebagai dasar acuan. 

Pada kenyataannya, untuk mencapai kata sepakat antara kedua belah pihak 

mengenai peta mana yang digunakan juga menemui kendala tersendiri, 

sehingga kesepakatan sulit dicapai. Masing-masing peta, jika digunakan 

sebagai dasar acuan memiliki keuntungan maupun kerugian tersendiri bagi 

masing-masing pihak. 

Oleh karena itu kecenderungan yang terjadi adalah masing-masing pihak 

lebih memilih dan menekankan kepada pihak lain untuk menggunakan peta 

yang memberikan keuntungan bagi pihaknya untuk memperoleh wilayah 

seluas-luasnya, namun di sisi Jain pihak Jain tidak mau dirugikan begitu saja. 

Dalam mengajukan data yang harus digunakan, masing-masing pihak 

memiliki persepsi dengan argumen yang berbeda mengenai tingkat relevansi 

data yang digunakan dalam implementasi kebijakan penanganan konflik 

batas daerah. 

Pihak Kabupaten Sumbawa Barat lebih memilih menggunakan Peta Rupa 

Bumi Tahun 1996 dengan alasan bahwa peta tersebut yang paling mendekati 

dengan lampiran peta yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 

tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa 

tenggara Barat. 

Di sisi lain, pihak Kabupaten Sumbawa tetap menekankan bahwa peta 

administrasi tahun 1990 harus tetap digunakan karena peta itu merupakan 

peta administrasi sebelum pemekaran dengan Kabupaten Sumbawa Barat. 

Jadi perbedaan persepsi mengenai tingkat relevansi data yang digunakan 

dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah, 
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menimbulkan aspirasi yang berbeda dan semakin meningkat sehingga 

terciptalah konflik antara kedua belah pihak. 

Pada bagian lain, terjadi pula dari kedua belah pihak menerjemahkan 

informasi dengan cara yang berbeda memakai tata cara pengkajian data yang 

berbeda. Hal tersebut berkaitan dengan perbedaan kualitas sumber daya 

manusm yang melaksanakan tugas kegiatan penegasan batas daerah, 

khususnya pada tingkat penguasaan dalam hal teknis tentang pemetaan 

wilayah dan penguasaan teknologi. 

Tingkat pengetahuan teknis dan penguasaan teknologi yang berbeda 

menimbulkan keyakinan nilai kebenaran yang berbeda yang akan diperoleh 

dari masing-masing teknis atau jenis teknologi. Perbedaan pada tahap ini 

pun dapat menghambat tahapan implementasi kebijakan penanganan konflik 

batas daerah. 

e. Dari aspek disposisi, belum adanya komitmen yang utuh dan semangat 

yang berlandaskan pada bingkai NKRI dari semua pihak baik di tingkat 

pelaksana kebijakan maupun ditingkat kelompok sasaran kebijakan 

dalam mengimplementasikan kebijakan batas daerah. 

f. Dari aspek struktur birokrasi, belum adanya standar yang jelas dalam 

penanganan konflik batas daerah mulai dari proses penyiapan Standar 

Operasioanal prosedur (SOP) penelitian dokumen, pelacakan titik 

koordinat batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan 

posisi pilar batas dan pem buatan peta batas. 
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C. Pembahasan 

1. Implementasi kebijakan Penanganan Konflik Batas Daerah 

Terkait dengan temuan lapangan yang berkaitan dengan implementasi 

kebijakan penanganan konflik batas daerah Kabupaten Sumbawa dengan 

Kabupaten Sumbawa Barat dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Faktor komunikasi 

Faktor komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi, 

kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Hal ini 

dimaksudkan agar semua pihak yang bertanggungjawab dalam 

mengimplementasikan kebijakan penanganan konflik batas daerah antara 

Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat mengetahui 

dengan baik dan benar apa yang harus dikerjakan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya. 

Karena itu, dalam komunikasi pembuat kebijakan mentransmisikan 

kebijakan kepada personil yang tepat dengan cara yang jelas, akurat dan 

konsisten. Hal ini dimaksudkan agar implementor kebijakan tidak 

melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan 

penanganan konflik batas daerah. Karena itu, keakuratan komunikasi 

kebijakan dan keakuratan dalam menyampaikan kebijakan kepada 

implementor kebijakan akan mengurangi rintangan dalam implementasi 

kebijakan penanganan konflik batas daerah. 

Agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan tepat, maka 

ukuran implementasi haruslah jelas agar pihak yang 

mengimplementasikan kebijakan mengetahui dengan tepat apa yang 
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harus dilakukan. Hal lainnya adalah konsistensi dalam komunikasi 

kebijakan agar implementor dapat melaksanakannya secara efektif. 

Proses penyampaian informasi kebijakan penanganan konflik batas 

daerah antara Kabupaten Surnbawa dengan Kabupaten Surnbawa Barat, 

dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

selaku pihak yang berwenang memfasilitasi penanganan konflik batas 

daerah dengan menggunakan berbagai macam saluran atau media. Hal 

yang sering teijadi dalam komunikasi kebijakan adalah distorsi 

komunikasi sebagai akibat dari penggunaan media komunikasi yang 

tidak efektif atau karena komunikasi yang tidak langsung diterima oleh 

implementor kebijakan. 

Hasil pengamatan lapangan ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat maupun ke Kabupaten Surnbawa dan Kabupaten Surnbawa Barat, 

wawancara baik dengan anggota Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Surnbawa dan Kabupaten Surnbawa 

Barat, menunjukkan bahwa faktor komunikasi dalam implementasi 

kebijakan penanganan konflik batas daerah cukup beijalan baik. 

Transmisi komunikasi kebijakan yang dibangun dalam rangka 

implementasi kebijakan telah beijalan baik melalui rapat-rapat koordinasi 

dan sosialisasi kebijakan. Terbangunnya komunikasi yang baik terhadap 

kebijakan penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa 

dan Kabupaten Surnbawa Barat disebabkan oleh substansi komunikasi 

yangjelas. 
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Proses komunikasi dalarn implementasi kebijakan penanganan 

konflik batas daerah disarnping dilaksanakan oleh para implementor, juga 

menjadi penekanan pada setiap kesempatan dari Gubemur Nusa 

Tenggara Barat. Hal ini dilakukan oleh Gubemur dan Wakil Gubemur 

dalarn berbagai kesempatan rapat triwulan pimpinan daerah. 

Selanjutnya dilaksanakan proses konsistensi komunikasi kebijakan, 

yakni terkait dengan perintah pelaksanaan kebijakan yang konsisten dan 

jelas, sehingga tidak membingungkan dan mengharnbat dalarn 

pelaksanaan kebijakan. Adapun proses konsistensi komunikasi kebijakan 

ini dalarn bentuk sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan kebijakan 

tersebut. Penelitian dilapangan menunjukkan bahwa perintah 

pelaksanaan kebijakan yang diteruskan kepada para pelaksana telah 

beijalan cukup baik yang dilakukan dalarn bentuk penyarnpaian surat 

edaran Gubemur Nusa Tenggara Barat kepada Bupati Sumbawa dan 

Bupati Sumbawa Barat untuk proaktif dalarn menyelesaikan konflik 

batas daerahnya dan membentuk tim guna bertugas untuk 

menginventarisasi dan mengidentifikasi dokumen-dokumen yang terkait 

dengan batas daerah. Selanjutnya adalah kejelasan komunikasi kebijakan 

yakni terkait dengan adanya petunjuk pelaksanaan dan kejelasannya. 

Hasil pengarnatan dilapangan menunjukkan bahwa petunjuk pelaksanaan 

dan kejelasan dari penanganan konflik batas daerah sudah cukup jelas 

dengan adanya instrumen regulasi yang digunakan yaitu Permendagri 

Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012. 
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Di dalam permendagri tersebut sudah sangat jelas mekanisme 

penanganan konflik batas daerah dan metode-metode solusi yang dapat 

diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

b. Faktor somber daya 

Faktor surnber daya dinyatakan oleh semua informan belum 

memadai, baik menyangkut kebutuhan surnber daya manusia, anggaran 

peralatan maupun sumber daya informasi dan kewenangan. Efektifitas 

implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas 

surnber daya yang ada. Sebab surnber daya bisa menjadi faktor yang 

kritis dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan konflik batas 

daerah. 

Surnber daya yang penting dalam implementasi kebijakan 

penanganan konflik batas daerah adalah kecukupan personil dan 

kemampuan yang memadai dalam Tim Penegasan Batas Daerah. Artinya, 

bahwa setiap anggota tim haruslah orang yang tepat untuk melakukan 

tugasnya, memiliki informasi yang jelas, menguasai kebijakan yang ada, 

memiliki otoritas dalam pelaksanaan togas pokok dan fungsinya, serta 

ketersediaan fasilitas dalam menjalankan tugasnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa surnber daya manusia 

ditingkat pelaksana kebijakan (Provinsi Nusa Tenggara Barat) maupun 

sasaran kebijakan (Kabupaten Surnbawa dan Surnbawa Barat) yang 

secara teknis mengurus implementasi kebijakan penanganan konflik 
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batas daerah, baik kuantitas maupun kualitasnya tidak cukup memadai. 

Demikian pula kapasitas dan kecakapannya masih kurang terlatih. 

Sumber daya anggaran juga dirasakan masih sangat kurang, 

terutama biaya operasional dalam pelaksanaan pelacakan batas, 

pemasangan pilar batas, pengukuran batas sampai dengan pembuatan 

peta batas. Demikian pula sumber daya peralatan untuk mendukung 

kegiatan penanganan konflik batas daerah dinyatakan belum memadai. 

Begitu pula dengan sarana mobilitas untuk menjangkau lokasi-lokasi 

yang akan diambil titik koordinat batas dan pemasangan pilar batas yang 

demikian banyak dirasakan masih sangat terbatas. 

Sumber daya informasi termasuk kewenangan juga belum cukup 

mendukung. Data yang digunakan sebagai salah satu instrumen dalam 

implementasi kebijakan penanganan batas daerah belum terintegrasi 

dengan baik. 

c. Faktor disposisi 

Faktor disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan 

fakktor lain dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas 

daerah. Dalam kaitan ini, implementor kebijakan haruslah merniliki 

kemauan, keinginan dan kecenderungan untuk mengimplementasikan 

kebijakan yang ada. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para implementor dan semua 

stakeholder yang menghendaki agar penanganan konflik batas daerah 

dapat diselesaikan. Namun demikian sikap dan komitmen baik pelaksana 
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kebijakan maupun masing-masing kelompok sasaran kebijakan masih 

perlu diperkuat lagi. 

Untuk memperkuat komitmen antara pemerintah Kabupaten 

Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat dalam penyelesaian 

sengketa batas daerah adalah dengan meningkatkan dialog dan 

koordinasi untuk tujuan penyelesaian sengketa, baik melalui fasilitasi 

Pemerintah provinsi maupun melalui fasilitasi pertemuan informal kedua 

kabupaten. Artinya, ada kemauan untuk duduk bersama berlandaskan 

semangat pada bingkai NKRI dalam menyelesaikan konflik batas daerah. 

Disamping itu juga, pada tingkat implementor dilapangan seperti 

para camat dan kepala desa masing-masing diperbatasan perlu juga untuk 

meningkatkan kualitas koordinasi antar mereka. Hal ini penting 

dilakukan untuk menjaga suasana kebersamaaan sehingga dapat 

ditularkan kepada masyarakat yang berada di wilayah perbatasan kedua 

kabupaten. 

d. Faktor struktur birokrasi 

Adanya kekurangan dalam struktur birokrasi dapat menjadi 

penghambat dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas 

daerah. Adanya fragmentasi organisasi, bisa jadi merintangi koordinasi 

yang diperlukan untuk mengimplementasikan dengan baik dan benar 

kebijakan penanganan konflik batas daerah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor struktur birokrasi juga 

dirasakan masih menjadi kendala, terutama terkait dengan pembagian 
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tugas yang kurang jelas antara anggota tim yang melaksanakan 

penelitian, pelacakan batas dengan anggota tim yang melaksanakan 

pengukuran dan pemasangan pilar batas. Hal ini juga terkait dengan 

belurn adanya strategi dan langkah yang sama atau memadai dalam 

penguatan data dan informasi yang terkait dengan penanganan konflik 

batas daerah. 

Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan adanya 

keseragaman dalam operasi penanganan konflik batas daerah sehingga 

dengan SOP yang jelas dan terstruktur memungkinkan para pejabat 

publik untuk membuat keputusan yang jelas dan terukur. 

Belum jelasnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam 

kegiatan penanganan konflik batas daerah menunjukkan bahwa struktur 

birokrasi yang harus menyiapkan SOP masih belurn cukup efektif 

mendukung implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah. 

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat lmplementasi Kebijakan 

Penanganan Konflik Batas Daerah 

Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan 

penangana konflik batas daerah dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Faktor pendukung 

Faktor pendukung implementasi kebijakan penanganan konflik 

batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Surnbawa 

Barat yang terkait dengan proses komunikasi kebijakan yaitu, transmisi 
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komunikasi kebijakan, konsistensi komunikasi kebijakan dan kejelasan 

komunikasi kebijakan. 

Dari aspek transmisi komunikasi kebijakan telah cukup baik 

dilaksanakan dalam bentuk Surat Edaran Gubemur Nusa Tenggara Barat 

Nomor 296.2/III/Pem tanggal 20 Februari 2012 perihal perintah kepada 

Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Barat untuk proaktif dalam 

menyelesaikan konflik batas daerahnya dan membentuk Tim guna 

bertugas untuk menginventarisir dan mengidentifikasi dokumen­

dokumen otentik yang berkaitan dengan batas daerah masing-masing. 

Kemudian komitmen tersebut juga tercermin dari intensitas pertemuan 

baik yang bersifat formal seperti konsultasi-konsultasi, rapat-rapat 

koordinasi, sosialisasi maupun yang bersifat informal dan pelaksanaan 

kegiatan penegasan batas Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten 

Sumbawa Barat yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat pada tahun 2006. 

Selanjutnya dari aspek konsistensi komunikasi kebijakan tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 yang diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang 

Pedoman dan Penegasan Batas Daerah sudah dikomunikasikan kepada 

semua pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan yang ada di 
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Pemerintah Provinsi maupun di Pemerintah Kabupaten melalui 

sosialisasi dan media komunikasi lainnya. 

Kemudian dari aspek kejelasan komunikasi kebijakan, Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman dan 

Penegasan Batas Daerah yang terdiri dari 1 0 Bab dan 4 3 Pasal 

sesungguhnya sudah memuat semua hal terkait dengan penanganan 

konflik batas daerah. Hal inilah yang menjadi pedoman dasar dalam 

penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan 

Kabupaten Sumbawa Barat yang harus dilaksanakan secara obyektif, 

cermat dan konsisten. 

b. Faktor penghambat 

Faktor penghambat yang dirasakan dalam implementasi kebijakan 

penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan 

Kabupaten Sumbawa Barat, yang utama adalah kuantitas dan kualitas 

personil Tim Penegasan Batas Daerah baik yang ada di Pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun yang ada di Kabupaten Sumbawa 

dan Sumbawa Barat dirasakan masih kurang memadai. Hal ini terkait 

dengan Jatar belakang personil yang tidak cukup memiliki pengetahuan 

geodesi atau pemetaan sebagai salah satu keahlian utama dalam 

implementasi penanganan konflik batas daerah. 

Untuk mengatasi hal tersebut, adalah dengan penempatan personil 

yang sesuai dengan kompetensinya, dan prosedur kerja yang jelas. Hal 

lain yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan kualitas dan 
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pengetahuan teknis anggota Tim Penegasan Batas Daerah yaitu dengan 

mengikuti atau mengadakan kegiatan pelatihan atau bintek yang 

berkesinambungan dan terpadu terkait dengan implementasi penanganan 

konflik batas daerah. 

Sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti penguasaan 

tehnologi operasionalisasi sofware untuk pemetaan, ketersediaan GPS 

geodetik dan lain-lain, termasuk di dalarnnya ketersediaan anggaran yang 

belum memadai untuk melakukan verifikasi data faktual di lapangan 

terkait dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan konflik 

batas daerah seharusnya menjadi perhatian agar tidak menjadi 

penghambat dalam penanganan konflik batas daerah. 

Terkait dengan Konflik data yang berpeluang menimbulkan masalah 

dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah yaitu data 

batas daerah berupa peta. Adapun peta yang menjadi rujukan kedua belah 

pihak ada beberapa macam dengan versi yang berbeda-beda. Peta-peta 

tersebut yaitu: 

a. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 1967 (Kab. Sumbawa); 

b. Peta Rupa Bumi Tahun 1996 (Kab. Sumbawa Barat); 

c. Peta Administrasi Tahun 1990 (Kab. Sumbawa); 

d. Peta Penggunaan Tanah Tahun 1992 (Kab. Sumbawa); 

Pada prinsipnya peta yang digunakan sebagai dasar acuan disepakati 

oleh kedua belah pihak. Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 yang menjadi 

pedoman dalam penegasan batas daerah sebagaimana telah di ubah dengan 

Permendagri Nomor 76 Tahun 2012, tidak menentukan peta mana yang 
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harus menjadi acuan. Hal tersebut memungkinkan semua peta di atas dapat 

digunakan sebagai dasar acuan. 

Pada kenyataannya, untuk mencapai kata sepakat antara kedua belah 

pihak mengenai peta mana yang digunakan juga menemui kendala 

tersendiri, sehingga kesepakatan sulit dicapai. Masing-masing peta, jika 

digunakan sebagai dasar acuan memiliki keuntungan maupun kerugian 

tersendiri bagi masing-masing pihak. 

Oleh karena itu kecenderungan yang terjadi adalah masing-masing 

pihak lebih memilih dan menekankan kepada pihak lain untuk menggunakan 

peta yang memberikan keuntungan bagi pihaknya untuk memperoleh 

wilayah seluas-luasnya, namun di sisi lain pihak lain tidak mau dirugikan 

begitu saja. 

Dalam mengajukan data yang hams digunakan, masing-masing pihak 

memiliki persepsi dengan argumen yang berbeda mengenai tingkat relevansi 

data yang digunakan dalam implementasi kebijakan penanganan konflik 

batas daerah. 

Pihak Kabupaten Sumbawa Barat lebih memilih menggunakan Peta 

Rupa Bumi Tahun 1996 dengan alasan bahwa peta tersebut yang paling 

mendekati dengan lampiran peta yang tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 30 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat 

Provinsi Nusa tenggara Barat. 

Di sisi lain, pihak Kabupaten Sumbawa tetap menekankan bahwa peta 

administrasi tahun 1990 hams tetap digunakan karena peta itu merupakan 

peta administrasi sebelum pemekaran dengan Kabupaten Sumbawa Barat. 
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Jadi perbedaan persepsi mengenai tingkat relevansi data yang 

digunakan dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah, 

menimbulkan aspirasi yang berbeda dan semakin meningkat sehingga 

terciptalah konflik antara kedua belah pihak. 

Pada bagian lain, terjadi pula dari kedua belah pihak menerjemahkan 

informasi dengan cara yang berbeda memakai tata cara pengkajian data yang 

berbeda. Hal tersebut berkaitan dengan perbedaan kualitas sumber daya 

manusm yang melaksanakan tugas kegiatan penegasan batas daerah, 

khususnya pada tingkat penguasaan dalam hal teknis tentang pemetaan 

wilayah dan penguasaan teknologi. 

Tingkat pengetahuan teknis dan penguasaan teknologi yang berbeda 

menimbulkan keyakinan nilai kebenaran yang berbeda yang akan diperoleh 

dari masing-masing teknis atau jenis teknologi. Perbedaan pada tahap ini 

pun dapat menghambat tahapan implementasi kebijakan penanganan konflik 

batas daerah. 

Kemudian dari aspek disposisi, belum adanya komitmen yang utuh 

dan semangat yang berlandaskan pada bingkai NKRI dari semua pihak 

baik di tingkat pelaksana kebijakan maupun ditingkat kelompok sasaran 

kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan batas daerah. Dan hal 

penting yang hams dilakukan adalah menumbuhkan komitmen dan 

semangat yang sama kepada semua pihak yang terlibat sehingga tidak 

menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan batas daerah. 

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, dinyatakan bahwa ditingkat 

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, belum adanya 

standar yang jelas dan terstruktur dalam implementasi penanganan 
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konflik batas daerah sehingga perlu disiapkan Standar Operasional 

prosedur (SOP) dari setiap tahapan mulai dari SOP penelitian dokumen, 

SOP pelacakan titik koordinat batas, SOP pemasangan pilar batas dan 

pengukuran serta SOP penentuan posisi pilar batas dan SOP pembuatan 

peta batas. 
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A. Simpulan 

BABV 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dikemukakan, 

dan sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat 

dikemukakan simpulan sebagai berikut: 

a. Variabel komunikasi kebijakan, baik itu transmisi komunikasi kebijakan, 

konsistensi komunikasi kebijakan dan kejelasan komunikasi kebijakan 

telah terimplementasi dengan cukup baik dalam penanganan konflik 

batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa 

Barat. 

b. V ariabel sumberdaya, implementasi kebijakan penanganan konflik batas 

daerah belum memadai baik terkait dengan sumber daya manusia, 

anggaran, peralatan maupun sumberdaya informasi dan kewenangan. 

c. Variabel disposisi, implementasi kebijakan penanganan konflik batas 

daerah belum terwujud sebagai suatu komitmen yang utuh di tingkat 

implementor. 

d. V ariabel struktur birokrasi, implementasi kebijakan penanganan konflik 

batas daerah masih belum terlihat adanya irama dan gerakan yang sama 

baik di tingkat Pemerintah Provinsi NTB maupun di tingkat Kabupaten 

Sumbawa dan Sumbawa Barat. 

2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penanganan 

konflik batas daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa 

Barat 
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a. Faktor pendukung 

Faktor pendukung implementasi kebijakan penanganan konflik 

batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa 

Barat yang terkait dengan proses komunikasi kebijakan yaitu, transmisi 

komunikasi kebijakan, konsistensi komunikasi kebijakan dan kejelasan 

komunikasi kebijakan. 

Dari aspek transmisi komunikasi kebijakan telah cukup baik 

dilaksanakan dalam bentuk Surat Edaran Gubemur Nusa Tenggara Barat 

Nomor 296.2/III!Pem tanggal 20 Februari 2012 perihal perintah kepada 

Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Barat untuk proaktif dalam 

menyelesaikan konflik batas daerahnya dan membentuk Tim guna 

bertugas untuk menginventarisir dan mengidentifikasi dokumen­

dokumen otentik yang berkaitan dengan batas daerah masing-masing. 

Kemudian komitmen tersebut juga tercermin dari intensitas pertemuan 

baik yang bersifat formal seperti konsultasi-konsultasi, rapat-rapat 

koordinasi, sosialisasi maupun yang bersifat informal dan pelaksanaan 

kegiatan penegasan batas Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten 

Sumbawa Barat yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat pada tahun 2006. 

Selanjutnya dari aspek konsistensi komunikasi kebijakan tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 yang diubah dengan 
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Pemturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang 

Pedoman dan Penegasan Batas Daerah sudah dikomunikasikan kepada 

semua pelaksana kebijakan dan kelompok sasamn kebijakan yang ada di 

Pemerintah Provinsi maupun di Pemerintah Kabupaten melalui 

sosialisasi dan media komunikasi lainnya. 

Kemudian dari aspek kejelasan komunikasi kebijakan, Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman dan 

Penegasan Batas Daerah yang terdiri dari 10 Bab dan 43 Pasal 

sesungguhnya sudah memuat semua hal terkait dengan penanganan 

konflik batas daerah. Hal inilah yang menjadi pedoman dasar dalam 

penanganan konflik batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan 

Kabupaten Sumbawa Barat yang harus dilaksanakan secara obyektif, 

cermat dan konsisten. 

c. Faktor penghambat 

Pertama, dari aspek kualitas Tim Penegasan Batas Daerah baik yang 

ada di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Bamt maupun yang ada di 

Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Bamt, kegiatan-kegiatan untuk 

peningkatan kualitas seperti bimbingan teknis, pelatihan teknis dan 

sosialisasi kebijakan dan prosedur pelaksanaannya dirasakan masih 

sangat kurang. Kedua, dari aspek kuantitas, terkait dengan latar 

belakang personil yang tidak cukup memiliki keahlian dibidang geodesi, 

survey, pemetaan, geografi, pemerintahan, manajemen konflik, sistem 

informasi, map drafter dan operator sebagai keahlian utama dalam 

irnplementasi penanganan konflik batas daerah. 
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B. Saran 

Ketiga, Sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti penguasaan 

tehnologi operasionalisasi sofware untuk pemetaan, ketersediaan GPS 

geodetik dan lain-lain, termasuk menjadi salah satu pengharnbat dalarn 

pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah. 

Keempat, Ketersediaan alokasi anggaran operasional yang belum 

memadai juga merupakan faktor pengharnbat dalarn implementasi 

kebijakan batas daerah. dan 

Kelima, Konflik data juga menjadi salah satu faktor yang menghambat 

dalam implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah. Adapun 

peta yang menjadi rujukan kedua belah pihak ada beberapa macam dengan 

versi yang berbeda-beda 

Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, dapat dikemukakan 

sejumlah saran sebagai bentuk rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalarn rangka implementasi kebijakan penanganan konflik 

batas daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat 

sebagai berikut: 

1. Diperlukan peningkatan alokasi anggaran operasional yang memadai dengan 

cara mengusulkan dana dekonsentrasi ke pemerintah pusat guna menunjang 

kegiatan implementasi kebijakan penanganan batas daerah. 

2. Diperlukan upaya peningkatan Kualitas Tim Penegasan Batas Daerah baik 

ditingkat Pemerintah Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa 

Barat melalui bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi kebijakan dan 

prosedur pelaksanaannya agar lebih terkoordinasi dan sistematis. Kemudian 

102 

16/41809.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



dari segi kuantitas perlu disiapkan keahlian dibidang survey, pemetaan, 

geodesi, geografi, pemerintahan. Manajemen konflik, sistem informasi, map 

drafter dan operator. 

3. Kemudian dari aspek sumber daya informasi, untuk mengantisipasi konflik 

atau perbedaan penafsiran terkait dengan data, perlu dilakukan perumusan 

dan penyajian data-data yang bebas dari muatan kepentingan yang 

cenderung mengarahkan kebijakan yang semata-mata mengejar keuntungan 

sepihak. 

4. Dari Aspek disposisi, perlu ditingkatkan komitmen yang utuh dalam bentuk 

dialog dan koordinasi untuk tujuan penyelesaian sengketa, baik melalui 

fasilitasi Pemerintah provinsi maupun melalui fasilitasi pertemuan informal 

kedua kabupaten. Artinya, ada kemauan untuk duduk bersama berlandaskan 

semangat pada bingkai NKRI dalam menyelesaikan konflik batas daerah. 

5. Aspek struktur birokrasi dalam hal Standar Operasional Prosedur (SOP), 

perlu disusun beberapa SOP untuk memberikan panduan baku bagi Tim 

Penegasan Batas Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam kegiatan 

fasilitasi penanganan konflik batas daerah yang meliputi: SOP penyiapan 

dokumen; SOP pelacakan batas; SOP pengukuran dan penghitungan 

koordinat batas; SOP penggambaran peta batas dan SOP sosialisasi batas 

daerah. 
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Lampiran 3.1 

PEDOMAN WAWANCARA 

ANALISIS IMPLEMENT ASI KEBIJAKAN PENANGANAN KONFLIK 
BAT AS DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH 

(Studi Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dengan 
Kabupaten Sumbawa Barat) 

1. Apakah pembuat kebijakan sudah memberikan informasi yang jelas 

mengenai sasaran dan tujuan kebijakan batas daerah? Jika sudah, 

jelaskan melalui apa informasi-informasi tersebut diberikan. 

2. Apakah pembuat kebijakan sudah memberikan penjelasan dalam 

bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) danlatau petunjuk teknis 

(Juknis) atau pedoman lainnya terkait dengan kebijakan batas daerah? 

Jika sudah, bagaimana kejelasan Juknis dan Juklak tersebut. 

3. Apakah perintah pelaksanaan kebijakan batas daerah sudah jelas dan 

konsisten? 

4. Apakah SDM pelaksana kebijakan penetapan batas daerah di Provinsi, 

Kabupaten Sumbawa dan KSB secara kuantitas sudah mencukupi? 

5. Apakah SDM pelaksana kebijakan penetapan batas daerah secara 

kualitas sudah memadai? Jika belum jelaskan dimana kelemahannya. 

6. Bagaimana dengan kondisi finansial untuk pelaksanaan kebijakan 

kebijakan penetapan batas daerah? Apakah jumlahnya sudah 

mencukupi dan darimana alokasi anggaran tersebut diperoleh? 

7. Bagaimana dengan kondisi an tara sarana dan prasarana untuk 

menunjang pelaksanaan kebijakan penetapan batas daerah? Jika belum 

memadai, jelaskan sarana dan prasarana apa saja yang masih dirasa 

kurang? 

8. Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya kebijakan penetapan batas 

daerah? Apakah Anda mendukung sepenuhnya? Jika mendukung 

berikan alasan-alasannya. 
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9. Apakah anda memiliki komitmen yang kuat untuk 

mengimplementasikan kebijakan penetapan batas daerah? Jika ya, 

jelaskan dengan komitmen tersebut ditunjukkan. 

10. Bagaimana dengan variabel informasi pelaksanaan kebijakan 

penetapan batas daerah? Apakah ada data-data untuk mendukung 

implementasi penanganan konflik batas daerah? Jika ada, dalam 

bentuk apa data-data tersebut dibuat? 

11. Apakah unit organisasi pelaksana kebijakan penetapan batas daerah 

memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas? Jika ada, 

apakah setiap pelaksana kebijakan sudah memahami dan 

melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang ada? 

12. Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan 

tanggungjawab dari masing-masing pelaksana kebijakan penetapan 

batas daerah? Jika sudah ada, jelaskan apakah pelaksanaannya sudah 

sesuai aturan yang ada. 
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Lampiran 3.2 

TRANSKRIP HASIL WA W ANCARA 

!Nama Narasumber Dr. H.L. Sajim Sastrawan 

iAiamat dan No HP Jl. Pejanggik No.5 Mataram/08175735577 

ifempat Wawancara Hotel Lombok Raya dan Biro Pemerintahan 

Setda Prov. NTB 

ifanggal Wawancara 2 Mei dan 4 Juni 2013 

lw aktu Wawancara I Jam 

Pewawancara Budi Sastrawan 

! -Iasil W awancara 

1. Pertanyaan Apakah pembuat kebijakan sudah memberikan 

informasi yang jelas mengenai sasaran dan 

tujuan kebijakan batas daerah? Jika sudah, 

jelaskan melalui apa informasi-informasi 

tersebut diberikan. 

Jawaban Sudah, informasi tersebut disampaikan melalui 

i sosialisasi dan pertemuan/rapat koordinasi 

dengan sluruh stake holder baik di tingkat 

provms1 maupun di kabupatenlkota. Seperti 

dalam sosialisasi Permendagri No. 76th 2012 ttg 

Pedoman penegasan batas daerah pada tgl 2 Mei 

2013 di Hotel Lombok Raya Mataram. 

2. Pertanyaan Apakah SDM pelaksana kebijakan penetapan 

batas daerah secara kualitas sudah memadai? 

Jika bel urn jelaskan dimana kelemahannya. 

Jawaban Belum memadai, salah satu lemahnya kualitas 

SDM pelaksana adalah tidak adanya personel 

yang mempunyai spesialisasi dibidang geodesi, 

sehingga pada saat implementasi dilapangan 
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~. Pertanyaan 

Jawaban 

fl. Pertanyaan 

Jawaban 

senng terjadi interpretasi yg berbeda-beda 

ditingkat kabupaten/kota. 

Bagaimana dengan kondisi finansial untuk 

pelaksanaan kebijakan kebijakan penetapan 

batas daerah? Apakah jumlahnya sudah 

mencukupi dan darimana aJokasi anggaran 

tersebut diperoleh? 

Sumberdaya anggaran dirasakan masih sangat 

kurang, terutama biaya operasional dalam 

pelaksanaan pelacakan batas, pemasangan pilar 

batas, pengukuran batas sampat dengan 

pembuatan peta batas. Demikian pula sumber 

daya peralatan untuk mendukung kegiatan 

penanganan konflik batas daerah dinyatakan 

belum memadai. Begitu pula dengan sarana 

mobilitas untuk menjangkau lokasi-lokasi yang 

akan diambil titik koordinat batas dan 

pemasangan pilar batas yang demikian banyak 

dirasakan masih sangat terbatas. Adapun alokasi 

anggaran berasal dari APBD provinsi dan APBD 

kabupaten/kota. 

Apakah pola-pola hubungan kerja antar bagian 

dalam organisasi terjalin dengan baik, sehingga 

tidak mengakibatkan benturan tugas? 

Faktor struktur birokrasi juga dirasakan masih 

menjadi kendala, terutarna terkait dengan 

pembagian tugas yang kurang jelas antara 

anggota tim yang melaksanakan penelitian, 

pelacakan batas dengan anggota tim yang 

melaksanakan pengukuran dan pemasangan pilar 

batas. Hal ini juga terkait dengan belum adanya 

strategi dan langkah yang sarna atau memadai 
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~. Pertanyaan 

Jawaban 

p. Pertanyaan 

Jawaban 

dalam penguatan data dan informasi yang terkait 

dengan penanganan konflik batas daerah. 

Apakah unit organ1sas1 pelaksana kebijakan 

penetapan batas daerah memiliki Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yang jelas? Jika 

ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah 

memahami dan melaksanakannya sesuai dengan 

prosedur yang ada? 

Adanya Standar Operasional Prosedur SOP) 

yang dimaksud adalah adanya keseragaman 

dalam operasi penanganan konflik batas daerah 

sehingga dengan SOP yang jelas dan terstruktur 

memungkinkan para pejabat publik untuk 

membuat keputusan yang jelas dan terukur. 

Apakah pembuat kebijakan sudah memberikan 

penjelasan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan 

(Juklak) dan/atau petunjuk teknis (Juknis) atau 

pedoman lainnya terkait dengan kebijakan batas 

daerah? Jika sudah, bagaimana kejelasan Juknis 

dan Juklak tersebut. 

Sudah, bentuk juklak/juknis tersebut tercakup 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

76 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Penegasan 

Batas Daerah adalah: ( 1) untuk menyamakan 

perseps1 dan langkah secara integral dan 

menyeluruh dari semua Tim Penegasan Batas 

Daerah dalam kegiatan penentuan dan 

penegasan batas daerah; (2) untuk meningkatkan 

pemahaman, pengetahuan, kemampuan, dan 

ketrampilan khususnya bagi Tim Penegasan 

Batas Daerah agar lebih memahami dan 

menyadari pentingnya tertib adrninistrasi 
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~- Pertanyaan 

Jawaban 

pemerintahan dalam penanganan konflik batas 

daerah; (3) diharapkan semua Tim Penegasan 

Batas Daerah kabupatenlkota mempunym 

keinginan dan komitrnen yang kuat untuk 

menyelesaikan masalah terkait kegiatan 

penegasan batas daerah dalam penanganan 

konflik batas daerah; (4) Perlu dilakukan 

langkah-langkah yang terkoordinasi dan 

sistematis dalam penanganan konflik batas 

daerah. 

Bagairnana koordinasi antar instansi atau antar 

bagian atau antar seksi terkait dengan 

pelaksanaan kebijakan batas daerah? Apakah 

sudah saling rnendukung dan sudah berjalan 

dengan baik? 

Koordinasi antar instansi atau antar bagian atau 

antar seksi terkait dengan pelaksanan kebijakan 

penetapan batas daerah adalah dalam bentuk 

Tim Penegasan Batas Daerah baik ditingkat 

Provinsi maupun di tingkat Kabupaten!Kota. 

Tim di tingkat Provinsi dibentuk oleh Gubemur 

sedangkan ditingkat Kabupaten!Kota dibentuk 

oleh Bupati!Walikota. 
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TRANSKRIP HASIL W A W ANCARA 

Nama Narasumber Drs. H. Edy Purwanto 

lt\lamat dan No HP Jl. Pejanggik No.5 Mataram/081917947790 

if em pat Wawancara Hotel Lombok Raya dan Biro Pemerintahan 

Setda Prov. NTB 

Tanggal Wawancara 2 Mei dan 4 Juni 2013 

M/ aktu Wawancara 1 Jam 

IPewawancara Budi Sastrawan 

lf-:Iasil Wawancara 

1. Pertanyaan Apakah anda memiliki komitmen yang kuat 

untuk mengimplementasikan kebijakan 

penetapan batas daerah? Jika ya., jelaskan 

dengan komitmen tersebut ditunjukkan. 

Jawaban Y a, Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat telah mengambil langkah-

langkah penelitian dan pengkajian dokumen 

dengan melaksanakan penelitian lapangan yang 

dihadiri oleh wakil dari kedua kabupaten, 

sekaligus menguji titik koordinat pada kedua 

titik yang ditunjuk oleh kedua belah pihak 

sekitar 170 Ha dengan jarak sepanjang 2,4 Km. 

~- Pertanyaan Apakah SDM pelaksana kebijakan penetapan 

batas daerah di Provinsi, Kabupaten Sumbawa 

dan Kabupaten Sumbawa Barat secara kuantitas 

sudah mencukupi? 

Jawaban Faktor sumber daya baik menyangkut kebutuhan 

sumber day a man usia, anggaran peralatan 

maupun sumber daya informasi dan kewenangan 

masih belum memadai. Efektifitas implementasi 

kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas dan 
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3. Pertanyaan 

Jawaban 

~- Pertanyaan 

Jawaban 

kuantitas swnber daya yang ada, sebab swnber 

daya bisa menjadi faktor yang kritis dalam 

mengimplementasikan kebijakan penanganan 

konflik batas daerah. 

Bagaimana dengan kondisi sarana dan prasarana 

untuk menunJang pelaksanaan kebijakan 

penetapan batas daerah? Jika belum memadai, 

jelaskan sarana dan prasarana apa saJa yang 

masih dirasa kurang? 

Swnberdaya anggaran dirasakan masih sangat 

kurang, terutama biaya operasional dalam 

pelaksanaan pelacakan batas, pemasangan pilar 

batas, pengukuran batas sampm dengan 

pembuatan peta batas. Demikian pula swnber 

daya peralatan untuk mendukung kegiatan 

penanganan konflik batas daerah dinyatakan 

belwn memadai. Begitu pula dengan sarana 

mobilitas untuk menjangkau lokasi-lokasi yang 

akan diambil titik koordinat batas dan 

pemasangan pilar batas yang demikian banyak 

dirasakan masih sangat terbatas. Sumber daya 

informasi termasuk kewenangan juga belwn 

cukup mendukung. Data yang digunakan 

sebagai salah satu instrumen dalam 

implementasi kebijakan penanganan batas 

daerah belum terintegrasi dengan baik. 

Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya 

kebijakan penetapan batas daerah? Apakah Anda 

mendukung sepenuhnya? Jika mendukung 

berikan alasan-alasannya. 

Kami mendukung sepenuhnya adanya kebijakan 

penetapan batas daerah. Arti penting dengan 
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~- Pertanyaan 

Jawaban 

~- Pertanyaan 

Jawaban 

adanya kebijakan penctapan batas daerah adalah 

untuk tertib administrasi pemerintahan baik itu 

administrasi pertanahan, kependudukan dan lain­

lain. Dan bentuk dukungan riil adalah Tim 

Penegasan Batas Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat telah mengambil langkah­

langkah penelitian dan pengkajian dokumen 

dengan melaksanakan penelitian lapangan yang 

dihadiri oleh wakil dari kedua kabupaten, 

sekaligus menguji titik koordinat pada kedua 

titik yang ditunjuk oleh kedua pihak dengan alat 

GPS. Luas yang diklaim oleh kedua belah pihak 

sekitar 170 Ha denganjarak sepanjang 2,4 Km." 

Bagaimana pemahaman Anda secara umum 

mengenat kebijakan penetapan batas daerah 

yang menjadi tugas Anda untuk 

mengimplementasikannya? Jika belum paham, 

sebutkan hal-hal apa saja yang Anda belum 

pahami? 

Kebijakan penetapan batas daerah adalah upaya 

untuk mewujudkan batas daerah yang jelas dan 

pasti baik dari aspek yuridis maupun aspek fisik 

dilapangan. 

Bagaimana dengan transparansi pelaksanaan 

kebijakan penetapan batas daerah? Apakah ada 

laporan-laporan periodik untuk 

mempertanggungjawabkannya? Jika ada, dalam 

bentuk apa laporan-laporan tersebut dibuat? 

Transparansi pelaksanaan kebijakan penetapan 

batas daerah disampaikan melalui laporan 

periodik berupa berita acara penelitian dokumen; 

beriata acara pelacakan batas; berita acara 
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r. Pertanyaan 

Jawaban 

pemasangan pilar dan pengukuran; berita acara 

penanganan konflik batas daerah. 

Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai 

wewenang dan tanggungjawab dari masmg­

masing pelaksana kebijakan penetapan batas 

daerah? Jika sudah ada, jelaskan apakah 

pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang ada. 

Sudah ada dan aturan mengenai wewenang dan 

tanggungjawab dari masing-masing pelaksana 

kebijakan penetapan batas daerah tertuang dalam 

peraturan menteri dalam negeri no. 1 tahun 2006 

tentang pedoman penegsan batas daerah 

sebagimana telah diubah dengan peraturan 

menteri dalam negeri no. 76 tahun 2012. Dalam 

implementasi dilapangan belum seluruhnya 

sesuai dengan aturan yang ada. 
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TRANSKRIP HASIL W A W ANCARA 

INama Narasumber Rachman Ansori, M.SE 

V\lamat dan No HP Jl. Garuda No. 1 Sumbawa Besar/081237210916 

lfempat Wawancara Hotel Lombok Ray a dan Bagian Adm. 

Pemerintahan Setda Kab. Sumbawa 

[r anggal Wawancara 2 Mei dan 15 Mei 2013 

IW aktu Wawancara 1 Jam 

IPewawancara Budi Sastrawan 

IHasil Wawancara 

1. Pertanyaan Apakah instansi terkait sudah memberikan 

informasi yang jelas mengenat sasaran dan 

tujuan kebijakan penetapan batas daerah? Jika 

sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi 

tersebut diberikan. 

Jawaban Sudah, melalui kegiatan sosialisasi Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 

yang yang sedang berlangsung ini kami anggap 

cukup efektif namun perlu ditingkatkan lagi 

dalam bentuk kegiatan pemberian pelatihan 

teknis, frekwensi fasilitasi, asistensi dan 

konsultasi yang lebih intens, sehingga program 

percepatan penanganan konflik batas daerah 

dapat berlangsung sesuai dengan perencanaan 

yang telah disusun. 

~. Pertanyaan Apakah SDM pelaksana kebijakan penetapan 

batas daerah secara kuantitas sudah memadai? 

Jika bel urn jelaskan dimana kelemahannya. 

Jawaban Bagi kami di kabupaten belum memadai, salah 

satu lemahnya kuantitas SDM pelaksana adalah 

tidak adanya personel yang mempunyat 
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3. Pertanyaan 

Jawaban 

~- Pertanyaan 

Jawaban 

spesialisasi dibidang geodesi, geografi, 

pemerintahan, manajemen konflik, map drafter, 

dll 

Bagaimana dengan kondisi finansial untuk 

pelaksanaan kebijakan kebijakan penetapan 

batas daerah? Apakah jumlahnya sudah 

mencukupi dan darimana alokasi anggaran 

tersebut diperoleh? 

Sumberdaya anggaran dirasakan masih sangat 

kurang, terutama biaya operasional dalam 

pelaksanaan pelacakan batas, pemasangan pilar 

batas, pengukuran batas sampat dengan 

pembuatan peta batas. Demikian pula somber 

daya peralatan untuk mendukung kegiatan 

penanganan konflik batas daerah belum 

memadai. Begitu pula dengan sarana mobilitas 

untuk menjangkau lokasi-lokasi yang akan 

diambil titik koordinat batas dan pemasangan 

pilar batas yang demikian banyak dirasakan 

masih sangat terbatas. Adapun alokasi anggaran 

berasal dari APBD kabupaten. 

Apakah pola-pola hubungan kerja antar bagian 

dalam organisasi terjalin dengan baik, sehingga 

tidak mengakibatkan benturan tugas? 

Faktor struktur birokrasi juga dirasakan masih 

menjadi kendala, terutama terkait dengan 

pembagian tugas yang kurang jelas antara 

anggota tim yang melaksanakan penelitian, 

pelacakan batas dengan anggota tim yang 

melaksanakan pengukuran dan pemasangan pilar 

batas. Hal ini juga terkait dengan belurn adanya 

Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-
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~- Pertanyaan 

Jawaban 

~- Pertanyaan 

Jawaban 

r. Pertanyaan 

Jawaban 

masing tahapan tersebut diatas. 

Apakah unit organtsast pelaksana kebijakan 

penetapan batas daerah memiliki Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yang jelas? Jika 

ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah 

memahami dan melaksanakannya sesuai dengan 

prosedur yang ada? 

Kami di Kabupaten selaku kelompok sasaran 

dari penanganan konflik batas daerah sampai 

dengan saat ini juga belum memiliki Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan 

terstruktur sehingga karni dalam proses ini hanya 

mengikuti tahapan-tahapan yang ada dalam 

peraturan menteri yang mengatur tentang batas 

daerah. 

Apakah pembuat kebijakan sudah memberikan 

penjelasan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan 

(Juklak) dan/atau petunjuk teknis (Juknis) atau 

pedoman lainnya terkait dengan kebijakan batas 

daerah? Jika sudah, bagaimana kejelasan Juknis 

dan Juklak tersebut. 

Sudah, bentuk juklak/juknis tersebut tercakup 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

76 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Penegasan 

Batas Daerah. 

Bagaimana koordinasi antar instansi atau antar 

bagian atau antar seksi terkait dengan 

pelaksanaan kebijakan batas daerah? Apakah 

sudah saling mendukung dan sudah berjalan 

dengan baik? 

Koordinasi antar instansi atau antar bagian atau 

antar seksi terkait dengan pelaksanan kebijakan 
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penetapan batas daerah adalah dalam bentuk 

Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten. Tim di 

ditingkat Kabupaten dibentuk oleh Bupati. 
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TRANSKRIP HASIL W A W ANCARA 

!Nama Narasumber Erwansyah, S.IP, Mec.Dev 

iAlamat dan No HP Jl. Garuda No. 1 Sumbawa Besar/085338595453 

If em pat Wawancara Hotel Lombok Ray a dan Bagian Adm. 

Pemerintahan Setda Kab. Sumbawa 

[ranggal Wawancara 2 Mei dan 15 Mei 2013 

IW aktu Wawancara 1 Jam 

iPewawancara Budi Sastrawan 

H.asil W awancara 

1. Pertanyaan Apakah SDM pelaksana kebijakan penetapan 

batas daerah secara kuantitas sudah mencukupi? 

Jawaban Belum mencukupi. 

12. Pertanyaan Bagaimana dengan kondisi sarana dan prasarana 

untuk menunJang pelaksanaan kebijakan 

penetapan batas daerah? Jika belum memadai, 

jelaskan sarana dan prasarana apa saJa yang 

masih dirasa kurang? 

Jawaban Sumber day a peralatan untuk mendukung 

kegiatan penanganan konflik batas daerah 

dinyatakan belum memadai. Begitu pula dengan 

sarana mobilitas untuk menjangkau lokasi-lokasi 

yang akan diambil titik koordinat batas dan 

pemasangan pilar batas yang demikian banyak 

dirasakan masih sangat terbatas. Sumber daya 

informasi termasuk kewenangan juga belum 

cukup mendukung. Data yang digunakan sebagai 

salah satu instrumen dalam implementasi 

kebijakan penanganan batas daerah bel urn 

terintegrasi dengan baik. 

p. Pertanyaan Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya 

16/41809.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Jawaban 

~- Pertanyaan 

Jawaban 

p. Pertanyaan 

kebijakan penetapan batas daerah? Apakah Anda 

mendukung sepenuhnya? Jika mendukung 

berikan alasan-alasannya. 

Kami mendukung sepenuhnya adanya kebijakan 

penetapan batas daerah. Arti penting dengan 

adanya kebijakan penetapan batas daerah adalah 

untuk terciptanya tertib administrasi 

pemerintahan baik itu administrasi pertanahan, 

kependudukan, administrasi perijinan dan lain­

lain. Dan bentuk dukungan riil adalah Tim 

Penegasan Batas Daerah Sumbawa telah 

berpartisipasi dalam kegiatan pelacakan dan 

penegsan batas daerah yang difasilitasi oleh 

pemerintah provms1 NTB dan selalu aktif 

mengikuti setiap rapat koordinasi dan sosialisasi 

yang diadakan oleh pemerintah provinsi NTB. 

Bagaimana dengan transparansi pelaksanaan 

kebijakan penetapan batas daerah? Apakah ada 

laporan-laporan periodik untuk 

mempertanggungjawabkannya? Jika ada, dalam 

bentuk apa laporan-laporan tersebut dibuat? 

Transparansi pelaksanaan kebijakan penetapan 

batas daerah disampaikan melalui laporan 

periodik berupa berita acara penelitian dokumen; 

beriata acara pelacakan batas; berita acara 

pemasangan pilar dan pengukuran; berita acara 

penanganan konflik batas daerah. 

Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai 

wewenang dan tanggungjawab dari masmg­

masing pelaksana kebijakan penetapan batas 

daerah? Jika sudah ada, jelaskan apakah 

pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang ada. 
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Jawaban Sudah ada dan aturan mengenai wewenang dan 

tanggungjawab dari masing-masing pelaksana 

kebijakan penetapan batas daerah tertuang dalam 

peraturan menteri dalam negeri no. 1 tahun 2006 

tentang pedoman penegsan batas daerah 

sebagimana telah diubah dengan peraturan 

menteri dalam negeri no. 76 tahun 2012. Dalam 

implementasi dilapangan belum seluruhnya 

sesuai dengan aturan yang ada. 
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TRANSKRIP HASIL W A W ANCARA 

Nama Narasumber I Ketut Sumadi Artha, SH 

Alamat dan No HP Jl. Garuda No. 1 Sumbawa Besar/08123718299 

If em pat Wawancara Bagian Hukum Setda Kab. Sumbawa 

T anggal Wawancara 15 Mei 2013 

Waktu Wawancara 25 Menit 

Pewawancara Budi Sastrawan 

Hasil Wawancara 

1. Pertanyaan Apakah instansi terkait sudah memberikan 

informasi yang jelas mengena1 sasaran dan 

tujuan kebijakan penetapan batas daerah? Jika 

sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi 

tersebut diberikan. 

Jawaban Sudah dilakukan, in strum en pemberian 

informasi melalui sosialisasi dan rap at 

koordinasi. Namun demikian terkait dengan 

kon:flik bats daerah ini menurut saya, penetapan 

batas wilayah Kabupaten Sumbawa dengan 

Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), bel urn 

berujung menyusul putusan majelis hakim 

P1lJN Mataram yang memutuskan SK Gubemur 

NTB Nomor 298 tahun 2009 tentang penegasan 

batas wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa 

dengan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), 

belum final dan bersifat tidak mengikat. Dengan 

putusan terse but, PTUN dalam putusannya 

Nomor 17/PEN-DIS/2009/PTUN.MTR tidak 

dapat menerima gugatan dari Pemerintah 

Kabupaten Sumbawa, menetapkan perbatasan 

dua daerah itu dalam status quo. Tidak finalnya 
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SK tersebut, sesuai dengan pengakuan Gubemur 

Nusa Tenggara Barat yang mengakui 

keputusannya itu bukan merupakan keputusan 

final, karena sesuai dengan pasal 5 ayat 3 UU 

Nomor 30 tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Sumbawa Barat, disebutkan 

penentuan batas wilayah Kabupaten Sumbawa 

Barat ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

)Nama Narasumber Sudinnan, SH 

IAlamat dan No HP Jl. Bung Kamo No. 1 Taliwang/081339811192 

If em pat Wawancara Bagian Hukum Setda Kab. Sumbawa Barat 

lfanggal Wawancara 9 Juli 2013 

IW aktu Wawancara 30 menit 

IPewawancara Budi Sastrawan 

Basil Wawancara 

1. Pertanyaan Apakah instansi terkait sudah memberikan 

infonnasi yang jelas mengenat sasaran dan 

tujuan kebijakan penetapan batas daerah? Jika 

sudah, jelaskan melalui apa infonnasi-infonnasi 

tersebut diberikan. 

Jawaban Sudah dilakukan, instrumen pemberian 

infonnasi melalui sosialisasi dan rap at 

koordinasi. Namun demikian terkait dengan 

konflik batas daerah 
.. 
llll menurut say a, 

Kabupaten Sumbawa Barat mempertanyakan 

Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat 

Nomor 298 Tahun 2009 ten tang Penegasan 

Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dengan 

Kabupaten Sumbawa Barat sebagai sebuah 

produk penanganan konflik batas daerah seharus 

telah disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara 

Barat kepada Menteri Dalam Negeri untuk 

ditetapkan batas daerahnya. 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

Nama Narasumber Ibrahim, S.Sos 

Alamat dan No HP Jl. Bung Kamo No.1 Taliwang/081339521847 

Tempat Wawancara Hotel Lombok Ray a dan Bag ian Adm. 

Pemerintahan Setda Kab. Sumbawa Barat 

Tanggal Wawancara 2 Mei dan 9 Juli 2013 

W aktu Wawancara 2Jam 

Pewawancara Budi Sastrawan 

Hasil Wawancara 

1. Pertanyaan Apakah instansi terkait sudah memberikan 

informasi yang jelas mengenm sasaran dan 

tujuan kebijakan penetapan batas daerah? Jika 

sudah, jelaskan melalui apa informasi-informasi 

tersebut diberikan. 

Jawaban Sudah, melalui rapat-rapat koordinasi ditingkaT 

provms1 dan melalui kegiatan sosialisasi 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 76 

T ahun 2012 yang yang sedang berlangsung ini 

kami anggap cukup efektif. 

2. Pertanyaan Apakah SDM pelaksana kebijakan penetapan 

batas daerah secara kuantitas sudah memadai? 

Jika belum jelaskan dimana kelemahannya. 

Jawaban berkaitan dengan aspek Sumberdaya man usia 

dalam hal personil yang memiliki keahlian 

dibidang geodesi, pemetaan, tenaga survey, map 

drafter dan operator kami di Sumbawa Barat 

belum memiliki seluruh keahlian tersebut. 

3. Pertanyaan Bagaimana dengan kondisi fmansial untuk 

pelaksanaan kebijakan kebijakan penetapan 

batas daerah? Apakah jumlahnya sudah 
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Jawaban 

~- Pertanyaan 

Jawaban 

D. Pertanyaan 

Jawaban 

~- Pertanyaan 

mencukupi dan darimana alokasi anggaran 

tersebut diperoleh? 

Dari segi anggaran masih kurang, terutama biaya 

operasional dalam pelaksanaan pelacakan batas, 

pemasangan pilar batas, pengukuran batas 

sampai dengan pembuatan peta batas. 

Apakah pola-pola hubungan kerja antar bagian 

dalam organisasi terjalin dengan baik, sehingga 

tidak mengakibatkan benturan tugas? 

Faktor struktur birokrasi juga dirasakan masih 

menjadi kendala, terutama terkait dengan 

pembagian tugas yang kurang jelas antara 

anggota tim yang melaksanakan penelitian, 

pelacakan batas dengan anggota tim yang 

melaksanakan pengukuran dan pemasangan pilar 

batas. 

Apakah unit organisasi pelaksana kebijakan 

penetapan batas daerah memiliki Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yang jelas? Jika 

ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah 

memahami dan melaksanakannya sesuai dengan 

prosedur yang ada? 

Kami sampat dengan saat ini Juga belum 

memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) 

yang jelas dan terstruktur sehingga kami dalam 

proses ini hanya mengikuti tahapan-tahapan 

yang ada dalam peraturan menteri yang 

mengatur tentang batas daerah. 

Apakah pembuat kebijakan sudah memberikan 

penjelasan dalam bentuk Petunj uk Pelaksanaan 

(Juklak) dan/atau petunjuk teknis (Juknis) atau 

pedoman lainnya terkait dengan kebijakan batas 
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Jawaban 

7. Pertanyaan 

Jawaban 

8. Pertanyaan 

Jawaban 

daerah? Jika sudah, bagaimana kejelasan Juknis 

dan Juklak tersebut. 

Sudah, bentuk juklak/juknis tersebut tercakup 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 

Tahun 2006 tentang Pedoman dan Penegsan 

Batas Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Permendagri Nomor 76 Tahun 2012. 

Bagaimana koordinasi antar instansi atau antar 

bagian atau antar seksi terkait dengan 

pelaksanaan kebijakan batas daerah? Apakah 

sudah saling mendukung dan sudah berjalan 

dengan baik? 

Koordinasi antar instansi atau antar bagian atau 

antar seksi terkait dengan pelaksanan kebijakan 

penetapan batas daerah adalah dalam bentuk 

Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten. Tim di 

ditingkat Kabupaten dibentuk oleh Bupati. 

Bagaimana dengan kondisi sarana dan prasarana 

untuk menunJang pelaksanaan kebijakan 

penetapan batas daerah? Jika belum memadai, 

jelaskan sarana dan prasarana apa saJa yang 

masih dirasa kurang? 

Sumber daya peralatan untuk mendukung 

kegiatan penanganan konflik batas daerah 

dinyatakan belum memadai. Begitu pula dengan 

sarana mobilitas untuk menjangkau lokasi-lokasi 

yang akan diambil titik koordinat batas dan 

pemasangan pilar batas yang demikian banyak 

dirasakan masih sangat terbatas. Sumber daya 

informasi termasuk kewenangan juga belum 

cukup mendukung. Data yang digunakan sebagai 

salah satu instrumen dalam implementasi 
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~. Pertanyaan 

Jawaban 

10. Pertanyaan 

Jawaban 

11. Pertanyaan 

kebijakan penanganan batas daerah belum 

terintegrasi dengan baik. 

Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya 

kebijakan penetapan batas daerah? Apakah Anda 

mendukung sepenuhnya? Jika mendukung 

berikan alasan-alasannya. 

Karni mendukung sepenuhnya adanya kebijakan 

penetapan batas daerah. Arti penting dengan 

adanya kebijakan penetapan batas daerah adalah 

untuk terciptanya tertib administrasi 

pemerintahan baik itu administrasi pertanahan, 

kependudukan, administrasi perijinan dan lain­

lain. Dan bentuk dukungan riil adalah Tim 

Penegasan Batas Daerah Sumbawa Barat telah 

berpartisipasi dalarn kegiatan pelacakan dan 

penegsan batas daerah yang difasilitasi oleh 

pemerintah provinsi NTB dan selalu aktif 

mengikuti setiap rapat koordinasi dan sosialisasi 

yang diadakan oleh pemerintah provinsi NTB. 

Bagaimana dengan transparansi pelaksanaan 

kebijakan penetapan batas daerah? Apakah ada 

laporan-laporan periodik untuk 

mempertanggungjawabkannya? Jika ada, dalarn 

bentuk apa laporan-laporan tersebut dibuat? 

Transparansi pelaksanaan kebijakan penetapan 

batas daerah disarnpaikan melalui laporan 

periodik berupa berita acara penelitian dokumen; 

beriata acara pelacakan batas; berita acara 

pemasangan pilar dan pengukuran; berita acara 

penanganan konflik batas daerah. 

Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai 

wewenang dan tanggungjawab dari masmg-
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Jawaban 

masmg pelaksana kebijakan penetapan batas 

daerah? Jika sudah ada, jelaskan apakah 

pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang ada. 

Sudah ada, dan aturan mengenai wewenang dan 

tanggungjawab dari masing-masing pelaksana 

kebijakan penetapan batas daerah tertuang dalam 

peraturan menteri dalam negeri no. 1 tahun 2006 

tentang pedoman penegsan batas daerah 

sebagimana telah diubah dengan peraturan 

menteri dalam negeri no. 76 tahun 20 I 2. Dalam 

implementasi dilapangan belum seluruhnya 

sesuai dengan aturan yang ada. 
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TRANSKRIP HASIL W A W ANCARA 

Nama Narasumber Hamzah, S.Sos 

iAlamat dan No HP Jl. Raya Lintas Poto Tano-Maluk/085239566431 

~em pat Wawancara Kantor Camat Poto Tano Kabupaten Sumbawa 

Barat 

ifanggal Wawancara 9 Juli 2013 

IW aktu Wawancara 30 Menit 

IPewawancara Budi Sastrawan 

IHasil Wawancara 

1. Pertanyaan Bagaimana tanggapan anda dengan adanya 

kebijakan penetapan batas daerah? Apakah anda 

mendukung sepenuhnya? Jika mendukung 

berikan alasan-alasannya. 

Jawaban Kami berharap kepada Tim Penegasan Batas 

Provinsi dan Tim Penegasan Batas Kabupaten 

agar dapat menciptakan suatu komitmen 

bersama yang kuat ditingkat lapangan sehingga 

semangat tersebut dapat terlihat dilapangan yang 

berimbas pada psikologis masyarakat 

diperbatasan. Kami sebagai kepala wilayah 

sudah memperlihatkan kepada masyarakat kami 

ten tang komitmen dan semangat untuk 

menyelesaikan persoalan batas daerah ini. Dan 

juga kami mendukung sepenuhnya adanya 

kebijakan penetapan batas daerah. Arti penting 

dengan adanya kebijakan penetapan batas daerah 

adalah untuk terciptanya tertib administrasi 

pemerintahan baik itu administrasi pertanahan, 

kependudukan, adrninistrasi perijinan dan lain-

lain. 
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TRANSKRIP HASIL W A W ANCARA 

!Nama Narasumber M. Saleh Amin, S.Sos 

IAlamat dan No HP 11. Raya Lintas Sumbawa Tano/081339562314 

Tempat Wawancara Kantor Camat Alas Barat Kabupaten Sumbawa 

Tanggal Wawancara 4 Juli 2013 

IW aktu Wawancara 30 Menit 

Pewawancara Budi Sastrawan 

Hasil Wawancara 

1. Pertanyaan Bagaimana tanggapan and a dengan adanya 

kebijakan penetapan batas daerah? Apakah anda 

mendukung sepenuhnya? Jika mendukung 

berikan alasan-alasannya. 

Jawaban Kami mendukung sepenuhnya adanya kebijakan 

penetapan batas daerah. Arti penting dengan 

adanya kebijakan penetapan batas daerah adalah 

untuk terciptanya tertib administrasi 

pemerintahan baik itu administrasi pertanahan, 

kependudukan, administrasi perijinan dan lain-

lain. Dan juga pada dasarnya kami ditingkat 

wilayah kecamatan dan desa yang berbatasan 

berharap terhadap kita semua yang terkait 

dengan persoalan konflik batas daerah ini harus 

mempunyai komitmen yan kuat dan utuh dengan 

berlandas kepada semangat NKRl mengingat 

resistensi benturan horizontal sangat mungkin 

terjadi apabila kita semua tidak dapat 

menunjukkan kepada masyarakat kita bahwa 

semangat dan komitrnen bersama untuk 

menyelesaikan persoalan terse but. Kami 

ditingkat bawah ini yang paling krusial yang 
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kami lakukan adalah bagaimana meminimalisir 

gesekan-gesekan ditingkat masyarakat saja. 
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TRANSKRIP HASIL W A W ANCARA 

INama Narasumber Nurdin Ranggabarani, SH, MH 

V\lamat dan No HP Jl. Udayana No. 25 Kota Mataram/08123750999 

~empat Wawancara Kantor DPRD Prov. NTB 

lfanggal Wawancara 21 Juli 2013 

IWaktu Wawancara 45 Menit 

IPewawancara Budi Sastrawan 

IHasil Wawancara 

I. Pertanyaan Bagaimana tanggapan anda dengan adanya 

kebijakan penetapan batas daerah? Apakah anda 

mendukung sepenuhnya? Jika mendukung 

berikan alasan-alasannya. 

Jawaban Kami mendukung sepenuhnya adanya kebijakan 

penetapan batas daerah. Namun yang perlu kita 

cermati bersama bahwa setiap pemekaran 

wilayah, persoalan penentuan batas daerah selalu 

menjadi masalah. Hal ini yang tidak dipik.irkan 

dahulu ketika pemekaran Kabupaten Sumbawa 

Barat dari Kabupaten induk (Sumbawa). Karena 

itu, dalam setiap pemekaran wilayah, harus 

diperhatikan betul batas wilayah dan dari awal 

harus ditulis jelas bahwa pemekaran itu dimana 

batasnya. Boleh saJa ada satu dusun yang 

diminta atau diambil, tetapi yang penting adalah 

ada kesepakatan dari awal sebelum penetapan 

Surat Keputusan Kabupaten barn. 

Kemudian Juga kebijakan penegasan batas 

daerah sudah jelas, yaitu Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Penegasan Batas Daerah yang 
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menyebutkan bahwa keputusan penegasan batas 

daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri 

(Pasal 19 ayat (1)). Dalam Undang-Undang 

pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 juga 

sudah jelas disebutkan bahwa Kabupaten 

Sumbawa Barat sebelah utara berbtasan dengan 

Kecamatan Alas Barat dan Kecamatan Alas 

Kabupaten Sumbawa. Karena itu, penegasan 

batas antara Kabupaten Sumbawa dengan 

Kabupaten Sumbawa Barat harus mengacu pada 

peta Administrasi Kabupaten Sumbawa skala 

1.125.000 yang diterbitkan oleh Badan 

Pertanahan Nasional tahun 199411995. 

Selanjutnya konflik batas daerah antara 

Kabupaten Sumbawa Barat dengan Kabupaten 

Sumbawa tidak akan teijadi jika para pihak 

menggunakan sumber yang sama (baca: peta 

yang sama) atau mengacu pada peta administrasi 

Kabupaten Sumbawa sebelum pemekaran 

dengan Kabupaten Surnbawa Barat skala 

1:100.000. Menjadi persoalan karena Kabupaten 

Sumbawa Barat menggunakan acuan peta yang 

diterbitkan oleh Bakosurtanal pada tahun 1996. 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

!Nama Narasumber Drs. H. Rasyidi 

Alamat dan No HP Jl. Garuda No. 1 Sumbawa Besar/081909114766 

Tempat Wawancara Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa 

Tanggal Wawancara 15 Juli 2013 

IWaktu Wawancara 20 Menit 

Pewawancara Budi Sastrawan 

Hasil Wawancara 

1. Pertanyaan Bagaimana tanggapan anda dengan adanya 

kebijakan penetapan batas daerah? Apakah anda 

mendukung sepenuhnya? Jika mendukung 

berikan alasan-alasannya. 

Jawaban kami menginginkan dalam penanganan 

persoalan batas daerah ini agar dilakukan seadil-

adilnya. Jangan sampm dalam persoalan ini 

masyarakat dibenturkan. Tarik ulur penyelesaian 

masa1ah ini juga jangan sampai mempengaruhi 

psikologis masyarakat pad a umumnya dan 

rakyat di wi1ayah perbatasan khususnya. Kami 

berharap semangat dan komitmen dalam 

kerangka NKRl yang lebih ditonjolkan. Dan 

kami mendukung sepenuhnya adanya kebijakan 

penetapan batas daerah. Arti penting dengan 

adanya kebijakan penetapan batas daerah adalah 

adanya kepastian administrasi pemerintahan baik 

dari sisi administrasi pertanahan, kependudukan, 

maupun administrasi perijinan. 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

!Nama Narasumber lr. W. Musyafirin, MM 

iAiamat dan No HP Jl. Bung Karno No. 1 Taliwang/08123 784100 

rrempat Wawancara Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat 

!Tanggal Wawancara 10 Juli 2013 

[Waktu Wawancara 15 Menit 

Pewawancara Budi Sastrawan 

Hasil Wawancara 

1. Pertanyaan Bagaimana tanggapan anda dengan adanya 

kebijakan penetapan batas daerah? Apakah anda 

mendukung sepenuhnya? Jika mendukung 

berikan alasan-alasannya. 

Jawaban Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Sumbawa 

Barat berharap walaupun persoalan ini dianggap 

belum selesai oleh pihak Kabupaten Sumbawa, 

kami menghimbau kepada seluruh komponen 

masyarakat untuk tidak ikut terseret dengan 

informasi persoalan tapal batas, karena bisa saja 

akan dijadikan komoditas politik nantinya. 

Artinya persoalan ini tidak perlu diperluas dan 

dipertentangkan. Dan juga kami mendukung 

sepenuhnya adanya kebijakan penetapan batas 

daerah. Kebijakan penetapan batas daerah adalah 

hal yang sangat penting, karena dengan adanya 

tertib administrasi pemerintahan baik itu 

adrninistrasi pertanahan, kependudukan, 

administrasi 
... 

dan lain-lain akan penJman 

terciptanya kepastian adrninistrasi pemerintahan. 
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Lampiran 3.3 

DAFT AR NAMA INFORMAN DAN INSTITUSI/SKPD 

No Nama Institusi/SKPD Peran dalam Tim PBD lnforman Jabatan 
1. Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Ketua Tim PBD Kab. Drs. H. Rasyidi Sekretaris Daerah Kab. I 

Sumbawa Sumbawa 
2. Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat Ketua Tim PBD Kab. Ir. W. Musyafirin, MM Sekretaris Daerah Kab. 

Sumbawa Barat Sumbawa Barat 
3. Biro Pemerintahan Setda Prov. NTB Sekretaris Tim PBD Dr. H.L. Sajim Sastrawan Kepala Biro Pemerintahan 

Prov. NTB Setda Prov. NTB 
4. Biro Pemerintahan Setda Prov. NTB W akil Sekretaris Tim Drs. H. Edy Purwanto Kasubbag Pembinaan 

PBD Prov. NTB Wilayah 
5. Bagian Adm. Pemerintahan Setda Kab. Sekretaris Tim PBD Rachman Ansori, M. SE Kepala Bagian Adm. 

Sumbawa Kab. Sumbawa Pemerintahaan Setda Kab. 
Sumbawa 

6. Bagian Adm. Pemerintahan Setda Kab. W akil Sekretaris Tim Erwansyah, S.IP, Mec.Dev Kasubbag Pemerintahan 
Sumbawa PBD Kab. Sumbawa Umum dan Otda 

7. Bagian Hukum Setda Kab. Sumbawa Anggota Tim PBD Kab. I Ketut Sumadi Artha, SH Kepala Bagian Hukum Setd 
Sumbawa Kab. Sumbawa 

8. Bagian Adm. Pemerintahan Setda Kab. Sekretaris Tim PBD Ibrahim, S.Sos Kepala Bagian Adm. 
Sumbawa Barat Kab. Sumbawa Barat Pemerintahaan Setda Kab. 

Sumbawa Barat 
9. Bagian Hukum Setda Kab. Sumbawa Anggota Tim PBD Kab. Sudirman, SH Kasubbag Perundang-

Bar at Sumbawa Barat Undangan Bagian Hukum 
Setda Kab. Sumbawa Barat 

- - --- ------ ----- - ·- ·- --
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10. DPRD Provinsi NTB - Nurdin Ranggabarani, SH, Sekretaris Komisi III DPRD 
MH Provinsi NTB 

11. Kecamatan Alas Barat Kab. Sumbawa Anggota Tim PBD Kab. M. Saleh Amin, S.Sos Camat Alas Barat Kab. 
Sumbawa Sumbawa 

12. Kecamatan Poto Tano Kab. Sumbawa Anggota Tim PBD Kab. Hamzah, S.Sos Camat Poto Tano Kab. 
Bar at Sumbawa Barat Sumbawa Barat 

- - --- ------- - - --------- --
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